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Yanuar Satrio Nugroho, 5116500217. UPAYA SATUAN RESERSE KRIMINAL 
POLRES TEGAL KOTA DALAM MENANGGULANGI OVERBELASTING  
LAPORAN TINDAK PIDANA (EFFICIENCY OF CRIMINAL RESERSE 
POLICE IN TEGAL CITY IN MANAGING OVERBELASTING CRIMINAL 
ACTION REPORT). Skripsi. Tegal, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Pancasakti 
Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana upaya Satuan Reserse 
Kriminal Polres Tegal Kota untuk menanggulangi overbelasting 
laporan/pengaduan tndak pidana di wilayah hukum Polres Tegal Kota dan 
bagaimana hambatan Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal Kota dalam 
menanggulangi overbelasting laporan/pengaduan tndak pidana di wilayah hukum 
Polres Tegal Kota. Tujuan penulis meneliti permasalahan tersebut adalah untuk 
mengetahui upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal Kota untuk 
menanggulangi overbelasting laporan/pengaduan tndak pidana di wilayah hukum 
Polres Tegal Kota, dan untuk menganalisis hambatan Satuan Reserse Kriminal 
Polres Tegal Kota dalam menanggulangi overbelasting laporan/pengaduan tndak 
pidana di wilayah hukum Polres Tegal Kota. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan dengan karakteristik deskriptif-preskrptif yang bersumber 
pada data sekunder, meliputi : bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 
bahan tertier yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, kemudian dianalisis 
dengan analisis hukum.  
Upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal Kota Untuk Menanggulangi 
Overbelasting Laporan/Pengaduan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres 
Tegal Kota : Program pencegahan dan pengendalian; Program penataan 
kelembagaan dan penegakan hukum; Program peningkatan peranan masyarakat; 
Pendekatan formal melalui intens menerbitkan Surat Pemberitahuan 
Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Hambatan Satuan Reserse Kriminal 
Polres Tegal Kota dalam Menanggulangi Overbelasting Laporan/pengaduan 
Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, adalah : Kualitas sumber 
daya manusia (SDM) yang belum mumpuni untuk melaksanakan tugasnya selaku 
penyelidik dan penyidik; Sarana dan prasarana yang belum memadai terkait 
dengan perkembangan kejahatan saat ini yang hampir semua kejahatan 
berbasiskan pada teknologi informasi; Upaya untuk meningkatkan kemampuan 
dan profesionalisme Penyidik dalam penegakan hukum di wilayah hukum Polres 
Tegal Kota adalah tidak ada upaya apa-apa; Kemahiran/keterampilan dan 
pengetahuan Penyidik melaksanakan tugasnya selaku penyelidik maupun penyidik 
diperoleh atas otodidak, belajar atau bertanya sama senior, atau mendasarkan pada 
hasil pemikiran-pemikiran personil penyidik yang bersangkutan. 
 
 





 Yanuar Satrio Nugroho, 5116500217. EFFICIENCY OF CRIMINAL 
RESERSE POLICE IN TEGAL CITY IN MANAGING OVERBELASTING 
CRIMINAL ACTION REPORT). Skripsi. Tegal, Law Studies Program Faculty of 
Law University of Pancasakti.  
The problem studied is how the efforts of the Tegal City Police Criminal 
Investigation Unit to deal with overbelasting of criminal reports / complaints in 
the City Tegal Police jurisdiction and how the City Tegal Criminal Police 
Criminal Investigation Unit inhibits the overbelasting of criminal reports / 
complaints in the City of Tegal Police. The purpose of the author examines the 
problem is to determine the efforts of the City Tegal Police Criminal Investigation 
Unit to tackle criminal overbelasting reports / complaints in the City of Tegal 
Police jurisdiction, and to analyze the obstacles of the City Tegal Police Criminal 
Investigation Unit in tackling the overbelasting of crime report / complaints in the 
region Tegal City law police.  
This type of research is normative legal research with a statutory approach 
with descriptive-prespective characteristics that are sourced from secondary data, 
including: primary legal materials and secondary legal materials. This secondary 
data includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary 
materials obtained by means of literature study, then analyzed by legal analysis.  
The Efforts of the Criminal Investigation Unit of the Tegal City Police to 
Overcome the Reporting / Complaints of Criminal Acts in the Tegal City Police 
Jurisdiction: Prevention and Control Programs; Institutional and law 
enforcement structuring program; Program for increasing the role of the 
community; Formal approach through intense issuance of Notification of 
Progress of Investigation (SP2HP). Obstacles of the Criminal Investigation Unit 
of the Tegal City Police in Overcoming the Reporting / Complaints of Criminal 
Acts in the Legal District of the Tegal City Police, are: Quality of human 
resources (HR) that have not been qualified to carry out their duties as 
investigators and investigators; Inadequate facilities and infrastructure related to 
the current development of crime which almost all crimes are based on 
information technology; Efforts to improve the ability and professionalism of 
investigators in law enforcement in the area of the Tegal City Police Resort are 
no effort at all; Expertise / skills and knowledge Investigators carry out their 
duties as investigators and investigators obtained by self-taught, study or ask 
questions with seniors, or base on the results of the investigative personnel 
concerned.  
 









Rasa syukur Penulis atas Pertolongan-Nya sehingga Penulis dapat 
menyelesaikan Penelitian untuk Skripsi dengan judul “UPAYA SATUAN 
RESERSE KRIMINAL POLRES TEGAL KOTA DALAM 
MENANGGULANGI OVERBELASTING LAPORAN TINDAK PIDANA 
(EFFICIENCY OF CRIMINAL RESERSE POLICE IN TEGAL CITY IN 
MANAGING OVERBELASTING CRIMINAL ACTION REPORT)”, tanpa ada 
kendala yang extraordinary selama proses penelitian ini berlangsung. 
Penelitian ini dilandasi dengan kegelisahan Penulis terhadap fenomena 
hukum yang ada yaitu dalam pelaksanaan Penyelidik/Penyidik merespons 
laporan/pengaduan masyarakat di wilayah hukum Polres Tegal Kota ada dalam 
kondisi wind tunnel, sehingga out-put yang didapat Petugas Reserse kerap 
“kewalahan” dikarenakan adanya overbelasting.  
Tujuan penulis meneliti permasalahan overbelasting adalah untuk 
mengetahui upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal Kota untuk 
menanggulangi overbelasting laporan/pengaduan tndak pidana di wilayah hukum 
Polres Tegal Kota dan untuk menganalisis hambatan Satuan Reserse Kriminal 
Polres Tegal Kota dalam menanggulangi overbelasting laporan/pengaduan tndak 
pidana di wilayah hukum Polres Tegal Kota. 
Penulis menyadari dengan sungguh sepenuh hati, bahwa dalam 
penyusunan hasil penelitian ini, masih jauh untuk dikatakan sempurna. Untuk itu 
penulis berharap arahan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu 
penulis dalam penyusunan hasil penelitian ini.  
Pada kesempatan ini pula, mengalir deras ucapan Terimakasuh kepada 
para pihak yang telah membantu penulis, utamanya kepada : 
1. Rektor Universitas Pancasakti Tegal; 
2. Yang amat terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti 
Tegal; 
3. Bapak Dr. Sanusi, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama Penulis yang 
penuh kesabaran memberikan ilmu dan bimbingannya; 
ix 
 
4. Bapak Imam Asmarudin, S.H., M.H sebagai Pembimbing II atas 
koreksi dan masukan-masukannya; 
5. Bapak dan Ibu Dewan Penguji Skripsi; 
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPS Tegal; 
7. Tenaga Administrasi Fakultas Hukum UPS Tegal; 
8. Bapak dan Ibu tercinta atas doa dan restunya; 
9. Rekan-rekan Polres Tegal Kota; 
10. Saudara-saudaraku tercinta; 
11. Rekan-rekan yang telah banyak membantu dan memberi dorongan 
semangat untuk tidak pantang menyerah 
Semoga segalanya dihitung sebagai kebaikan dan memperoleh balasan 
dari Allah SWT. Amien 
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A. Latar belakang masalah 
Sistem peradilan pidana (SPP) yang rasional tampaknya masih 
merupakan suatu tujuan yang akan terus diupayakan agar tercapai. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, memerlukan keterpaduan pelaksanaan tugasnya 
antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana, mulai dari Penyidik 
(Kepolisian) Penuntut Umum (Kejaksaan), Hakim (Pengadilan), Lembaga 
Pemasyarakatan dan Advokat. 
Diantara beberapa sub sistem peradilan pidana di atas, institusi 
Kepolisian (Penyidik) mempunyai peran yang sangat penting dalam 
penanganan suatu perkara pidana, oleh karena Polisi merupakan lembaga 
pertama dalam melaksanakan kegiatan penegakkan hukum, Polisi merupakan 
ujung tombak yang berhadapan langsung dimasyarakat dalam menangani 
suatu tindak pidana, sehingga menurut Loebby Loqman, pada Polisilah 
terletak apakah seorang akan dituntut atau tidak dalam suatu proses peradilan 
pidana.1  
Menurut Harun M Husein, pentingnya peranan Polisi dalam 
penyidikan karena penyidikan berada pada gugus terdepan, yang merupakan 
tahap awal penanganan perkara pidana. penuntutan yang baik akan sangat 
                                                 
1 Mohd. Din, Profesionalisme Penyidik Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang rasional, Kanun 




tergantung pada hasil penyidikan yang baik. Pemeriksaan sidang di 
Pengadilan akan memeriksa dan menilai data dan fakta sebagai bahan baku 
yang telah disajikan pada tahap penyidikan dan penuntuttan. Oleh karena itu, 
dapat dikatakan bahwa hasil penyidikan akan menentukan kelancaran dan 
keberhasilan penanganan dan penyelesaian perkara pidana secara 
keseluruhan.2  
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka penulis melihat Polisi 
sebagai gerbang dari sistem peradilan pidana yang mempunyai peran sangat 
menentukan dan mempengaruhi bekerjanya sub sistem peradilan pidana 
lainnya. 
Mengingat sangat pentingnya peranan penyidik dalam mencapai 
suatu tujuan sistem peradilan pidana (SPP), maka diperlukan upaya secara 
terus menerus peningkatan kemampuan penyidik dalam menanggulangi 
tindak pidana/kejahatan dimasyarakat, termasuk juga kemampuan untuk 
mencegah dan menangani suatu tindak pidana yang terjadi. Menurut Mohd. 
Din, kemampuan tersebut misalnya kemampuan pisik yang berupa 
ketangkasan dalam menghindari kemungkinan buruk yang akan terjadi dan 
ketangkasan dalam menggunakan senjata, serta kemampuan yang berkenaan 
dengan penyidikan.3  
Untuk meningkatkan kemampuan Polisi (penyidik) ini, maka Polri 
secara internal dituntut untuk melakukan pembenahan agar Polri dapat tampil 
lebih “segar” dan profesional. Profesionalisme ini tidak hanya sebatas 
                                                 
2 Harun M Husein, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 
1991, hlm, 5 




peningkatan kemampuan teknis aparat Kepolisian di tingkat mikro/lapangan. 
Namun lebih jauh, ia menuntut perubahan mendasar pada paradigma agar 
institusi kepolisian benar-benar menjadi institusi sipil yang independen serta 
menerapkan konsep perpolisian yang demokratik (democratic policing 
system). Dalam konsep ini, kepolisian bukanlah alat penguasa ataupun 
menjadi salah satu cabang kekuasaan yang otonom tanpa dibarengi dengan 
akuntabilitas publik. Karenanya, upaya membangun profesionalitas 
kepolisian secara lebih jauh menuntut pengembangan integritas dari semua 
aparat kepolisian berikut fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Arah 
pengembangan organisasi kepolisian harus semakin mengadopsi prinsip-
prinsip manajemen yang modern dengan kinerja yang terukur dan terbuka 
untuk dinilai oleh publik.  
Disini, profesionalisme menjadi kata kunci, karena masyarakat 
selalu memandang polisi dengan optik yang buram dan konotasi miring, 
nyaris tanpa apresiasi. Pandangan masyarakat ini tentu tidak keliru, karena 
dibangun di atas sejumlah fakta dan grafik statistik. Polisi memang harus 
menyimak dan perlu banyak berbenah4. Apa yang terjadi selama ini adalah 
kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, khususnya 
Polisi (penyidik), sehingga apabila ada masyarakat yang menjadi korban 
kejahatan, dia cendrung untuk tidak melaporkan, dikarenakan adanya suatu 
opini yaitu “apabila melaporkan kehilangan 1 (satu) ekor ayam, terpaksa 
harus kehilangan seekor kambing”. 
                                                 
4 Budi Gunawan, Kolobi Keadilan, (Kumpulan Analisis di majalah FORUM). Forum Media 




Dengan profesionalisme akan menumbuhkan kepercayaan 
masyarakat kepada penegak hukum khususnya Polisi (Penyidik), sehingga 
profesionalisme ini merupakan suatu garansi terciptanya keterpaduan 
pelaksanaan kerja antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana dan akan 
menumbuhkan kedisiplinan. Sebab sebagaimana disampaikan oleh Mardjono 
Reksodiputro, sukar diharapkan adanya rasa aman apabila pelaksanaan 
peradilan pidana masih terhambat oleh kurangnya keterpaduan kebijakan dan 
langkah, in-efesiensi, tata cara penanganan perkara yang lambat dan sikap 
kurang peduli para petugasnya. Wajah sistem peradilan pidana yang serupa 
ini masih sering diungkapkan oleh masyarakat. Padahal disiplin dan rasa 
tanggung jawab itu pertama-tama harus datang  dari para aparat penegak 
hukum. kurang atau tidak disiplinnya para petugas, berakibat lemah atau 
hilangnya kepercayaan masyarakat pada hukum, yang menimbulkan pula 
berkurangnya kesadaran hukum dan kepercayaan akan perlunya disiplin dan 
tanggung jawab masyarakat.5  
Sorotan masyarakat terhadap ketidak-profesionalan Polisi 
(penyidik) dalam penanganan suatu tindak pidana juga sering kali terlihat 
melalui pemberitaan media massa, adanya kasus-kasus (tindak pidana) yang 
tidak dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu tahap penuntutan oleh Jaksa 
Penuntut Umum. Penyelesaian atau tidak dilanjutkannya penyidikan suatu 
perakara pidana pada tahap selanjutnya, terdapat beberapa alasan yang sering 
                                                 
5 Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat 
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 




disampaikan oleh penyidik, diantaranya : kasus tidak cukup bukti, korban 
meninggal dunia, dicabut aduannya apabila kasus tersebut delik aduan.  
Dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana, Penyelidik dan 
Penyidik Polri merupakan ujung tombak penegakan hukum sehingga 
masyarakat yang hendak mencari keadilan atas suatu permasalahan hukum 
terlayani secara profesional dan proporsional. 
Tugas dalam penyelidikan dan penyidikan tidak mudah, karena 
penyelidik maupun penyidik Polri harus mampu menangani permasalahan 
yang abstrak, permasalahan yang belum terang menjadi sesuatu yang nyata-
nyata bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan atau 
peristiwa tindak pidana, sehingga Penyelidik dan Penyidik harus bisa 
mengungkap apa, siapa dan bagaimana tindak pidana itu terjadi dalam bentuk 
yang konkrit dan terbaca oleh semua pihak. Hal ini mengingat, pekerjaan 
yang dilakukan oleh Penyidik akan diuji kemudian dalam suatu persidangan, 
sehingga dalam tahap awal penanganan suatu perkara pidana, Penyidik harus 
betul-betul cermat dan teliti sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 
Untuk terpenuhinya syarat profesional dan proporsional dalam 
pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan, perlu didukung dengan 
kemampuan manajerial institusional, kompetensi personal penyelidik dan 
penyidik serta dukungan anggaran untuk membiayai penyelesaian 
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. 
Dukungan manajerial institusional, kompetensi sumber daya 




dalam penyelesaian tindak pidana, merupakan modalitas penyidik Polri untuk 
merespons secara cepat dan baik semua laporan/pengaduan dari masyarakat 
atau dalam hal tindak pidana tersebut tertangkap tangan. 
Pentingnya cepat dalam merespons laporan/pengaduan masyarakat 
yaitu untuk meminimalisir tudingan bahwa Satuan Fungsi Reskrim lamban 
(lelet) dalam melaksanakan tugas. Padahal bahwa permasalahan yang ada 
sebenarnya adalah jumlah laporan/pengaduan atas suatu kejahatan/tindak 
pidana melebihi batas kemampuan (overbelasting) petugas Penyelidik dan 
Penyidik pada Satuan Fungsi Reskrim Polres Tegal Kota. 
Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang 
menarik untuk penulis teliti yaitu mengenai “UPAYA SATUAN RESERSE 
KRIMINAL POLRES TEGAL KOTA DALAM MENANGGULANGI 
OVERBELASTING LAPORAN TINDAK PIDANA”. 
 
B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti adalah : 
1. Bagaimana upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal Kota untuk 
menanggulangi overbelasting laporan/pengaduan tndak pidana di 
wilayah hukum Polres Tegal Kota ? 
2. Bagaimana hambatan Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal Kota dalam 
menanggulangi overbelasting laporan/pengaduan tndak pidana di 





C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penulis meneliti permasalahan di atas adalah : 
1. Untuk mengetahui upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal Kota 
untuk menanggulangi overbelasting laporan/pengaduan tndak pidana di 
wilayah hukum Polres Tegal Kota; 
2. Untuk menganalisis hambatan Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal 
Kota dalam menanggulangi overbelasting laporan/pengaduan tndak 
pidana di wilayah hukum Polres Tegal Kota. 
 
D. Manfaat  Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis dan 
praktis. 
1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini mempunyai konstribusi 
dalam pembaharuan hukum pidana, khususnya terkait dengan masalah 
kriminalisasi dan dekriminalisasi; 
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk 
Kabareskrim khususnya Satfung Reskrim Polres Tegal Kota dalam 
mengambil strategi dan upaya yang sistematis untuk menanggulangi 
overbelasting di wilayah hukum Polres Tegal Kota. 
E. Tinjauan Pustaka 
Beberapa penelitian atau tulisan yang berkaitan dengan penulisan skripsi 




1. Lina Nugrahini Hubungan Antara Beban Kerja Dengan Stres Kerja 
Pada Anggota Polisi di Polresta Surakarta Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu 
institusi yang menggunakan sumber daya manusia. Peran sumber daya 
manusia sangat dibutuhkan di dalam proses berkembangnya suatu 
lembaga. Di institusi kepolisian Indonesia memiliki jumlah personil 
Polri sebanyak 387.470 orangdan pada tahun 2014 Kepolisian 
Republik Indonesia akan menambah 20.000 personil. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk hubungan antara beban kerja dengan stres 
kerja pada anggota polisi, untuk mengetahui tingkat stres pada anggota 
polisi, untuk mengetahui tingkat beban kerja pada anggota polisi, 
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atau peranan beban kerja 
terhadap stres kerja. Hipotesis dari penelitian ini adalah ada hubungan 
positif antara beban dengan stres kerja pada anggota polisi. Subjek dari 
penelitian ini adalah anggota polisi di Polresta Surakarta. Teknik 
Penelitian menggunakan quotanon random sampling. Alat Ukur yang 
digunakan adalah Skala beban kerja dan skala stres kerja. Metode 
analisis data yang digunakan adalah teknik korelasinon-parametrik dari 
Spearman’s dengan bantuan computer program SPSS for MS Windows 
Versi 15,00. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai koefisien 
korelasi (r) sebesar 0,582 dengan p = 0,000 (p<0,01) sehingga ada 
hubungan positif yang sangat signifikan antara beban kerja dengan 




kerja mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 66,56 dan rerata 
hipotetik (RH) sebesar 60, yang berarti beban kerja pada subjek 
penelitian tergolong sedang. Variabel stres kerja diketahui memiliki 
rerata empirik (RE) 68,22 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 70 yang 
berarti perilaku stres kerja pada anggota polisi tergolong sedang. 
2. Ajeng Christy, 2010, Program Studi Psikologi Jurusan 
Psikologifakultas Psikologiuniversitas Sanata Dharmayogyakarta, 
judul penelitian Studi Deskriptif Stres Kerja Pada Polisi di Polres 
Bangka Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimanakah gambaran secara deskriptif tentang stres kerja yang 
terjadi di Polisi Resort Bangka. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kuantitatif. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah stres 
kerja. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 44 orang polisi yang 
tergabung dalam 9 satuan fungsi pada Unsur Pelaksana Tugas Pokok 
di Polres. Kesembilan fungsi satuan polres yang dipilih berdasarkan 
metode conveniencesampling. Saat pengumpulan data dilakukan 
menggunakan metode penyebaran skala yang dikembangkan sendiri 
oleh peneliti. Didapatkan reliabilitas sebesar α = 0,956 untuk skala 
stres kerja dengan jumlah aitem sebanyak 45 aitem. Hasil yang 
didapatkan tersebut menunjukkanbahwstres kerja (M=88,52, SD= 
15,26) pada subjek tersebut rendah. Diketahui pada satuan fungsi 
Reserse Kriminal,gejala fisiologis menunjukan hasil yang lebih 




bahwa polisi yang sudah menikah menunjukkan stres yang lebih tinggi 
daripada yang masih lajang. 
3. Gebrina Rezki Nur Pratiwi Noviati, UII, 2017, Judul Penelitian 
Resiliensi Dan Stres Kerja Pada Anggota Kepolisian, Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara resiliensi dan 
stres kerja pada anggota kepolisian Dit. Sabhara. Jumlah populasi 
penelitian ini adalah 196 anggota sabhara. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan dua skala, yaitu skala stres kerja dan 
skala resiliensi. Analisis data yang digunakan dibantu dengan program 
computer SPSS versi 21.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan negatife antara resiliensi dan stres kerja pada 
anggota kepolisian Dit. Sabhara dengan koefisien korelasi r = -0,459 
dengan signifikansi p = 0,000 (p<0,05). Selain itu, resiliensi 
memberikan sumbangan efektif sebesar 21% terhadap stres kerja. 
Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan 
resilensi dan stres kerja. Semakin tinggi resiliensi maka semakin 
rendah stres kerja pada anggota. 
 
F. Metode penelitian 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan 
istilah penelitian hukum kepustakaan yaitu cara yang dipergunakan di 




pustaka yang ada6. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah 
penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma 
hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. 
Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang 
ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban)7. 
2. Metode pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan 
perundang-undangan (statuta approach). Penggunaan pendekatan ini dikarenakan 
dalam penelitian ini penulis meneliti bahan hukum primer yang berupa peraturan 
perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana; serta regulasi terkait lainnya, dalam hal ini Peraturan 
Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian 
penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
3. Sumber dan jenis bahan penelitian 
Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  
a. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi 
: 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia; 
                                                 
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, 
Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm, 13–14. 
7 Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, Law Review Fakultas 




4. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan 
dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia 
b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum, tetapi 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder ini 
meliputi : 
1. Buku–buku pustaka seperti : buku-buku kriminologi; hukum 
pidana dan lain sebagainya. 
2. Jurnal-jurnal ilmu hukum, varia peradilan, situs internet 
http//.www.hukumonline.com  
4. Metode Pengumpulan Data 
Bahan penelitian penulis kumpulkan dengan cara studi kepustakaan 
(library research), yaitu mempelajari, memahami, mengidentifikasi dan 
mencatat literatur, peraturan perundang-undangan serta data-data yang 
berhubungan dengan masalah penelitian. 
5. Metode Analisa Data 
Bahan–bahan yang telah terkumpul penulis analisis dengan analisis hukum, yaitu 
permasalahan mengenai dalam hal apakah penyidik diwajibkan untuk 
menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dan 
apa hambatan dalam penerbitan surat pemberitahuan perkembangan hasil 
penyidikan (SP2HP) oleh penyidik dalam penanganan perkara pidana, dinalisis 
dengan menggunakan teori penyelidikan dan penyidikan, dan dianalisis pula 




Pidana, serta Perkap Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan 







A. Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Hukum Acara Pidana 
Menurut Susilo Yuwono, penyelenggaraan administrasi perkara 
pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berjalan atas 
tahap-tahap : 
1. Penyelidikan dan/atau penyidikan; 
2. Penuntutan; 
3. Pemeriksaan sidang Pengadilan; 
4. Upaya hukum (sepanjang hal ini diminta oleh pihak yang 
bersangkutan); 
5. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap1. 
Tetapi ada juga pendapat yang membagi dalam  4 (empat) bagaian. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, misalnya, dalam sistem peradilan pidana 
Indonesia prosesnya :   
1. Tahap pertama adalah proses pemeriksaan pendahuluan, meliputi 
penyelidikan dan penyidikan dilanjutkan dengan penangkapan dan 
penahanan, penggeledahan atau penyitaan; 
2. Tahap kedua, adalah penuntunan; 
3. Tahap ketiga pemeriksaan di sidang pengadilan; 
4. Tahap keempat adalah proses pelaksanaan putusan pengadilan.2  
                                                 
1 Susilo Yuwono, Penyelesaian Perkaran Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur, 
Alumni, Bandung, 1982, hlm, 29  




Sesuai dengan pentahapan tersebut, maka diadakan pembagian tugas 
dan wewenang diantara para pelaksana penegak hukum. pembagian tugas dan 
wewenang ini menurut Susilo Yuwono, merupakan langkah untuk 
menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya 
masing-masing. Tetapi pembagian fungsi dan wewenangan dalam rangka 
acara pidana ini tidaklah bersifat pemidahan sehingga satu sama lain berdiri 
sendiri-sendiri. Melainkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan 
erat. Sehingga secara fungsional, penyelenggaraan acara pidana oleh badan-
badan pelaksana hukum marupakan satu sistem yang saling menunjang. 
Dalam seluruh sistem itu pada akhirnya bermuara pada “kepastian hukum, 
kebenaran dan keadilan”.3    
Berdasar pada pendapat-pendapat di atas, penulis sependapat dengan 
Wirjono Prodjodikoro. Alasan penulis upaya hukum  sebagai tahapan 
pengelolaan perkara pidana masih merupakan lingkup dari pemeriksaan 
persidangan, dan hal ini masih bersifat relatif (sepanjang hal ini diminta oleh 
pihak yang bersangkutan). 
Dengan demikian, penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, berawal dari 
tahap penyelidikan dan penyidikan pada tingkat Kepolisian, kemudian tahap 
Penuntutan di Kejaksaan, setelah itu tahap pemeriksaan di persidangan oleh 
Pengadilan, dan terakhir tahap pelaksanaan putusan Pengadilan oleh Lembaga 
Pemasyarakatan. 
Dari ke empat tahap di atas, dalam penelitian ini penulis akan 
memfokuskan pada penyelesaian perkara pidana pada salah satu tahap yaitu 
tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian. 
1. Penyelidikan 
Pada tahap penyelidikan dan penyidikan perkara pidana, diawali 
dengan adanya laporan atau pengaduan. Hal ini sebagaimana ditentukan di 
dalam Pasal 102 KUHAP sebagai berikut : 
                                                 




(1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau 
pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga 
merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan 
penyelidikan yang diperlukan; 
(2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah 
penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan 
dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1)    
huruf b; 
(3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) 
dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan 
melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum. 
 
Pada garis besarnya ketentuan Pasal 102 KUHAP di atas, 
memperlihatkan bahwa perkara pidana itu ada yang bersifat aduan dan 
tindak pidana bukan aduan/tindak pidana biasa. Sikap penyelidik terhadap 
kedua sifat pidana ini wajib segara melakukan tindakan artinya merespon 
atas aduan atau laporan dari si korban. Tenggat waktu penyelidik sejak 
menerima pengaduan atau laporan atas adanya peristiwa pidana 
melakukan tindakan/merespon laporan atau pengaduan tersebut, KUHAP 
tidak menentukannya. KUHAP hanya memerintahkan wajib segera, tapi 
yang jelas harus menunggu perintah dari penyidik. Hal ini berbeda dengan 
tertangkap tangan4 tanpa menunggu perintah dari penyidik-pun, penyelidik 
harus segera melakukan tindakan/sepontan mengambil tindakan apabila 
penyelidik tersebut melihat, menyaksikan suatu peristiwa yang patut 
diduga merupakan tindak pidana.   
                                                 
4 merujuk terhadap ketentuan Pasal 18, Pasal 35, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 102, Pasal 111 KUHAP, 
yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” ialah tertangkapnya seseorang : 
1. pada waktu sedang melakukan tindak pidana;  
2. dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan; 
3. sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; 
4. apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan 
untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, atau turut 




Tentang “laporan atau pengaduan”, ditentukan di dalam Pasal 108 
KUHAP sebagai berikut : 
(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi 
korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk 
mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau 
penyidik baik lisan maupun tertulis; 
(2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan 
tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau 
terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga 
melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik; 
(3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang 
mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana 
wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik; 
(4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda-
tangani oleh pelapor atau pengadu; 
(5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh 
penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik; 
(6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik 
harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan 
kepada yang bersangkutan. 
 
Ketentuan Pasal 108 KUHAP di atas, oleh Susilo Yuwono 
subjeknya dibagi dalam “yang berhak” dan “yang wajib” melaporkan atau 
mengadukan. Yang berhak melaporkan yaitu setiap orang yang 
mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang 
merupakan tindak pidana. Sedangkan yang wajib : 
a. setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk 
melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan 




b. setiap Pegawai Negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya 
yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana yang 
merupakan tindak pidana.5 
Ketentuan mengenai tata-cara laporan di dalam Pasal 103 KUHAP diatur : 
(1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus 
ditanda-tangani oleh pelapor atau pengadu; 
(2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus 
dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu 
dan penyelidik; 
(3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu 
harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan 
tersebut. 
 
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 103 KUHAP di atas, nampak 
adanya 2 (dua) cara untuk menyampaikan laporan atau pengaduan yaitu 
dengan tertulis atau dengan cara lisan. Dengan cara lisan, pelapor/pengadu 
datang kepada petugas (Polisi) untuk mengemukakan maksudnya. 
Kewajiban petugas laporan atau pengaduan itu harus dicatat dan ditanda-
tangani oleh pelapor/pengadu dan penyelidik/penyidik. Dalam hal 
pelapor/pengadu tidak dapat menulis, harus disebutkan sebagai catatan 
dalam laporan/pengaduan tersebut. Sedangkan laporan/pengaduan yang 
diajukan secara tertulis harus ditanda-tangani oleh pelapor/pengadu. 
Setelah penyelidik selesai melakukan tindakan penyelidikan yang 
diperlukan, maka langkah selanjutnya, penyelidik menyerahkan hasil 
penyelidikannya kepada penyidik.  
Hal ini sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 ayat (5) jo Pasal 5 
KUHAP sebagai berikut. 
                                                 




Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) didefinisikan, bahwa 
penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang.  
Dari ketentuan Pasal 1 ayat (5) di atas, tampak terlihat bahwa 
penyelidikan dilakukan sebelum adanya penyidikan. Tujuannya yaitu 
untuk mencari dan menentukan apakah suatu peristiwa yang diperoleh dari 
laporan, atau pengaduan, atau tertangkap tangan tersebut bisa atau tidak 
dilakukan penyidikan.  
Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 
(Pasal 4), karena kewajibannya mempunyai wewenang :  
1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya 
tindak pidana; 
2. mencari keterangan dan barang bukti; 
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta 
memeriksa tanda pengenal diri; 
4. mengadakan tindakan lain6 menurut hukum yang bertanggung-
jawab. 
 
Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:  
1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan 
penahanan; 
2. pemeriksaan dan penyitaan surat; 
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 
                                                 
6 di dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dijelaskan, yang dimaksud dengan “tindakan 
lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat : (a). Tidak 
bertentangan dengan suatu aturan hukum; (b). Selaras dengan kewajiban hukum yang 
mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; (c). Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan 
termasuk dalam lingkungan jabatannya; (d). Atas pertimbangan yang layah berdasarkan keadaan 




4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. 
 
2. Penyidikan 
Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan 
tindakan kepada penyidik. Dalam ketentuan Pasal 106 KUHAP, penyidik 
yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya 
suatu peritiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera 
melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. 
Penyidikan merujuk terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP 
adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara 
yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang 
terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
Dengan demikian, penyidikin adalah serangkaian tindakan 
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti dan 
menemukan tersangkanya. Dengan barang bukti ini membuat jelas tindak 
pidana yang terjadi/yang dilakukan.  
Sehingga menurut Hamidah Abdurrachman, secara kongkrit, 
penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan 
keterangan tentang : 
1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan; 
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan; 
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan; 
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan; 
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan; 




7. Siapa pelakunya.7 
Macam-macam penyidik menurut ketentuan Pasal 6 KUHAP 
adalah : (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; (b). pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. 
Dalam penanganan suatu tindak pidana yang penyidikannya 
dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), harus selalu 
koordinasi dengan petugas penyidik Polri. Hal ini sebagaimana ditentukan 
di dalam Pasal 107 KUHAP sebagai berikut : 
(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) 
huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 
ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan; 
(2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana 
sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) 
huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan 
kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b 
melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) 
huruf a; 
(3) Dalam hal tindak pidana telah selesal disidik oleh penyidik tersebut 
pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil 
penyidikannya kepada penuntut umtim melalui penyidik tersebut pada 
Pasal 6 ayat (1) huruf a. 
 
Di dalam Penjelasan Pasal 107 KUHAP pada intinya dijelaskan, 
Penyidik petugas Polri diminta atau tidak wajib memberikan bantuan 
penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Oleh karena itu 
penyidik PNS sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan itu 
kepada petugas penyidik Polri. Pemberitahuan ini diperlukan dalam rangka 
koordinasi dan pengawasan. Setelah penyidik PNS selesai melakukan 
                                                 
7 Hamidah Abdurachman, Hukum Acara Pidana Indonesia, Fakultas Hukum Universitas 




penyidikan, wajib membuat laporan disertai dengan berita acara 
pemeriksaan (BAP) yang disampaikan kepada petugas penyidik Polri 
maupun kepada penuntut umum, dan juga apabila perkara pidana tersebut 
tidak diserahkan kepada Penuntut Umum. 
Tindakan selanjutnya, Pasal 109 KUHAP menentukan : 
(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa 
yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu 
kepada penuntut umum; 
(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat 
cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak 
pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik 
memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau 
keluarganya; 
(3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan 
mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut 
umum. 
 
Kemudian di dalam Pasal 110 ditentukan : 
(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, 
penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada 
penuntut umum; 
(2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil 
penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum 
segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai 
petunjuk untuk dilengkapi; 
(3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan 
untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan 




(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat 
belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau 
apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan 
tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. 
Di dalam Pasal 111 diatur : 
 
(1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang 
yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan 
keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan berserta 
atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik; 
(2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan 
dan tindakan lain dalam rangka penyidikan; 
(3) Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera 
datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk 
meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai; 
(4) Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai 
pemeriksaan dimaksud di atas selesai. 
 
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan suatu 
tindak pidana, penyelidik maupun penyidik mempunyai kewenangan 
melakukan upaya paksa8, seperti:  
a. Penangkapan 
Penangkapan adalah tindakan berupa pengekangan sementara waktu 
untuk paling lama satu hari (dua puluh empat jam) guna kepentingan 
pemeriksaan baik dalam penyidikan, penuntutan maupun peradilan.  
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Persyaratan melakukan penangkapan adalah pada waktu penyidik akan 
melakukan penangkapan wajib memperlihatkan surat tugas dan 
memberikan surat perintah penangkapan yang didalamnya 
mencantumkan identitas tersangka diperiksa, yang tembusannya harus 
diberikan kepada keluarga tersangka. Perintah penangkapan hanya 
dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan 
tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 
b. Penahanan 
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan 
penahanan  terhadap tersangka pelaku tindak pidana, merupakan 
pengekangan kebebasan tersangka untuk sementara waktu yaitu berupa 
tindakan penempatan tersangka/ terdakwa di tempat tertentu (di 
Rumah Tahanan Negara, di rumah tersangka/terdakwa atau di kota 
tempat tersangka/terdakwa tinggal). 
Jangka waktu penahanan yang dapat dilakukan penyidik adalah 20 hari 
dan apabila pemeriksa belum selesai maka dapat diperpanjang oleh 
penuntut umum umtuk paling lama 40 hari. Dalam melakukan 
penahanan, penyidik wajib memberikan surat perintah penahanan yang 
mencantumkan identitas tersangka/terakwa dan menyebutkan alasan 
penahanan serta uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan dan 
tempat ia ditahan. Tembusan surat perintah penahanan tersebut, wajib 
diberikan kepada keluarganya.  
Persyaratan untuk melakukan penahanan sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 21 KUHAP dapat dibagi menjadi: Syarat formil (Pasal 20 
ayat 4) yaitu: tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana 
penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana sebagaimana 
dimaksudkan dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), 
Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 
a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 25 dan Pasal 26 




Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Pasal 41, 42, 43 47 
dan 48   UU NO.9 Tahun 1976 tentang  Narkotika.  
Syarat materiil (Pasal 21 ayat 1) menyangkut adanya keadaan yang 
menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri; akan 
merusak atau menghilangkan barang bukti; akan mengulangi tindak 
pidana9.  
c. Penggeledahan 
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melaksanakan 
penggeledahan, baik penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian 
atau penggeledahan badan. 
Dalam hal melakukan penggeledahan rumah, penyidik harus mendapat 
ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menjamin hak asasi 
seseorang atas rumah kediamannya, dan apabila yang melakukan 
penggeledahan rumah itu bukan penyidik sendiri, maka petugas 
kepolisian yang diserahi tugas tersebut harus dapat menunjukkan 
selain surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri juga perintah tertulis dari 
penyidik. Setiap kali dilakukan penggeledahan rumah, harus 
disaksikan oleh dua saksi dalam hal tersangka atau penghuni 
penyetujuinya. Dalam hal tersangka atau penghuni menolak adanya 
penggeledahan rumah atau tidak hadir, maka harus disaksikan oleh 
Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dan dua orang saksi.  
Persyaratan untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu untuk melakukan 
penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya boleh 
dikesampingkan, apabila dalam keadaan yang sangat perlu dan 
mendesak dimana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin 
mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, namun 
penyidik wajib segera lapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat 
guna mendapatkan persetujuan. Dalam hal penyidik melakukan 
penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya, penyidik boleh 
                                                 




memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain sepanjang benda 
tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau 
diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.10 
Dalam hal tersangka tertangkap tangan, maka penyidik diperkenankan 
memasuki: 
1. ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
2. tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara 
keagamaan; 
3. ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan. 
Selain itu Penyidik juga berwenang melakukan penggeledahan pakaian 
dan badan. Penggeledahan badan meliputi pula pemeriksaan rongga 
badan. Dalam hal penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan 
rongga badan, penyidik dapat minta bantuan kepada pejabat kesehatan. 
Penggeledahan badan atau pakaian tersebut bertujuan untuk mencari 
dan menyita benda-benda yang diduga keras berhubungan dengan 
tindak pidana yang bersangkutan diduga keras ada pada pakaian atau 
badan tersangka. 
d. Penyitaan 
Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih 
atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak 
bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan 
pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. 
Untuk melakukan penyitaan maka penyidik: 
1. terlebih dahulu harus mendapat surat ijin dari Ketua Pengadilan 
Negeri, akan tetapi dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak 
harus segera bertindak, dapat tanpa surat ijin tersebut dengan 
                                                 




kewajian segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna 
memperoleh persetujuannya; 
2. dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat langsung melakukan 
penyitaan terhadap benda atau alat yang ternyata atau patut diduga 
telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain 
yang dapat dipakai sebagai barang bukti, terhadap paket atau surat 
atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan 
oleh kantor pos dan telekomunikasi dan lain-lain perusahaan 
pengangkutan, apabila barang-barang tersebut diperuntukkan bagi 
tersangka atau berasal dari padanya; 
3. menunjukkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu 
disita; 
4. berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda 
yang dapat disita untuk diserahkan kepadanya, sedangkan terhadap 
surat dan tulisan hanyalah jika surat atau tulisan tersebut berasal 
dari tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau 
jika benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. 
Terhadap penyitaan surat atau tulisan mereka berkewajiban 
merahasiakan sepanjang tidak menyangkut rahasia negara hanyalah 
atas persetujuan mereka atau atas ijin khusus ketua pengadilan 
negeri; 
5. memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang darimana 
benda itu disita atau keluarganya dan dapat minta keterangan 
barang itu dengan disaksikan oleh kepala desa/ketua lingkungan 
dengan dua orang saksi; 
6. membuat berita acara penyitaan, setelah dibacakan, diberi tanggal 
dan ditanda tangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan/ 




kemudian turunan berita acara tersebut disampaikan kepada atasan 
penyidik, orang/ keluarga yang barangnya disita dan kepala desa; 
7. membungkus benda yang disita, yang sebelumnya telah dicatat 
berat atau jumlah, ciri, sifat khas, tempat, hari, tanggal penyitaan, 
indentitas orang darimana benda itu disita, kemudian diberi lak dan 
cap jabatan dan ditanda tangani oleh penyidik. Bagi benda yang 
tidak dapat dibungkus, catatan tersebut diatas ditulis diatas label 
yang tempelkan/dikaitan pada benda tersebut. 
Benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah: 
1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau 
sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari 
tindak pidana; 
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan 
tindak pidana atau untuk melakukan persiapannya; 
3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan 
tindak pidana; 
4. benda yang khusus dibuat atau yang untuk diperuntukkan 
melakukan tindak pidana; 
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak 
pidana yang dilakukan; 
6. benda yang berada dalam sitaaan karena perkara perdata atau 
karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, 
penuntutan atau peradilan, sepanjang mempunyai hubungan 
dengan tindak pidana yang dilakukan.12 
Benda yang telah disita harus disimpan dalam rumah penyimpanan 
benda sitaan negara, atau jika belum ada penyimpanan benda sitaan 
tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian, kantor Kejaksaan 
                                                 




Negeri, kantor Pengadilan Negeri, di gedung Bank Pemerintah dan 
dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di 
tempat semula benda itu disita.  
Benda yang disita yang bersifat mudah rusak atau membahayakan atau 
biaya penyimpananya terlalu tinggi, maka atas persetujuan 
tersangka/keluarga dapat dijual lelang atau diamankan oleh penyidik 
atau penuntut umum. Apabila dilelang maka uang hasil pelelangannya 
dipakai sebagai barang bukti. Terhadap benda sitaan yang bersifat 
terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan 
bagi kepentingan negara atau dimusnahkan.   
e. Pemeriksaan Surat. 
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan 
pemeriksaan surat dengan tata cara sebagai berikut: 
1. dengan ijin Ketua Pengadilan Negeri, penyidik berhak membuka, 
memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos 
dan telekomunikasi atau perusahaan pengangkutan lainnya yang 
dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan 
perkara pidana yang sedang diperiksa, dan untuk kepentingan ini 
dapat meminta agar surat tersebut diserahkan kepadanya dengan 
memberikan surat tanda terima8; 
2. apabila surat tersebut sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata surat 
tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, 
maka surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara. Sedangkan 
apabila tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu 
harus ditutup kembali dengan rapi dan segera diserahkan kepada 
kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan 
telekomunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang 
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berbunyi “telah dibuka oleh penyidik” dengan diberi tanggal, tanda 
tangan beserta identitas penyidik; 
3. penyidik yang melakukan pemeriksaan surat wajib merahasiakan 
dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat 
yang dikembalikan itu; 
4. dalam hal timbul dugaan kuat adanya surat palsu atau dipalsukan, 
dengan izin ketua pengadilan negeri, penyidik dapat datang dan 
minta kepada pejabat penyimpan umum supaya surat asli yang 
disimpanya dikirimkan kepada penyidik, dan apabila tidak 
dikirimkan, penyidik berwenang mengambilnya;  
5. membuat berita acara dan turunan berita acara ini dikirimkan 
kepada kantor /jawatan/ instansi dimana surat-surat tersebut disita; 
 
B. Kebijakan Penyidik Polri dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Tidak 
Cukup Bukti 
Untuk mengetahui bagaimana kebijakan penyidik Polri dalam 
penyelesaian tindak pidana yang tidak cukup bukti, maka terlebih dahulu 
harus mengetahui mengenai ketentuan alat-alat bukti yang sah menurut 
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Di dalam Pasal 184 KUHAP disebutkan : 
(1) Alat bukti yang sah ialah : 
a. keterangan saksi; 
b. keterangan ahli; 
c. surat; 
d. petunjuk; 
e. keterangan terdakwa. 




Berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP di atas, penulis melihat alat-
alat bukti yang dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pembuktian yaitu 
adanya keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk, 
keterangan terdakwa dan bukti yang secara umum sudah diketahui tidak perlu 
dibuktikan. 
 
1. Keterangan Saksi 
Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti 
yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada 
perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. 
Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada 
pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping 
pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan 
pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. 
Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “the degree 
of evidence” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian 
mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa 
pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar 
keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang 
memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan 
sebagai berikut : 
1) Harus mengucapkan sumpah atau janji 
Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3), dan hal ini sudah panjang lebar 
diuraikan dalam ruang lingkup pemeriksaan saksi. 
Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi 
keterangan: “wajib mengucapkan” sumpah atau janji. Adapun sumpah 
atau janji : 
a. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing 
b. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan 





Kapan sumpah atau janji itu diucapkan? Menurut ketentuan Pasal 160 
ayat (3), pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberi 
keterangan. Akan tetapi, Pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan 
untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan 
keterangan. Dengan demikian, saat pengucapan sumpah atau janji : 
a. Pada prinsipnya wajib diucapkan “sebelum” saksi memberi 
keterangan; 
b. Tapi dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau 
janji dapat diucapkan “sesudah” saksi memberi keterangan. 
Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, sudah 
diterangkan, yakni terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan 
sumpah atau janji tanpa alasan yang sah: 
a. Dapat dikenakan sandera 
b. Penyanderaan dilakukan berdasar “penetapan” hakim ketua sidang. 
c. Penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari 
(Pasal 161). 
2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti : 
Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat 
bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang 
sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP: 
a. Yang saksi lihat sendiri 
b. Saksi dengar sendiri 
c. Dan saksi alami sendiri, 
d. Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 
Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi 
penjelasan Pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan : 
a) Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam 
peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau 
dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang 
diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman 




dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti”. Keterangan semacam itu 
tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian 
b) “testimonium de auditu” atau keterangan saksi yang ia peroleh 
sebagai hasil pendengaran dari orang lain, “tidak mempunyai nilali 
sebagai alat bukti”. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa 
keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, 
tidak dapat dianggap sebagai alat bukti (tentang ini lihat 
pembahasan hal. 185). 
c) “pendapat” atau “rekaan” yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, 
bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan 
ketentuan Pasal 185 ayat (5). Oleh karena itu, setiap keterangan 
saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus 
dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktukan kesalahan 
terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan 
pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Hal 
seperti ini misalnya dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung 
tanggal 15 Maret 1984 Reg. No. 20 PK/Pid/1983. Dalam putusan 
ini ditegaskan bahwa “orang tua terdakwa, polisi, dan jaksa hanya 
menduga, tapi dugaan itu semua hanya merupakan kesimpulan 
sendiri-sendiri yang tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang 
sah”. 
 
3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. 
Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, 
keterangan itu harus yang “dinyatakan” di sidang pengadilan. Hal ini 
sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1). Kalau begitu, keterangan 
saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, 
dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa 
pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu 
saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di 




dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sekalipun 
misalnya hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum ada 
mendengar keterangan seorang yang berhubungan dengan peristiwa 
pidana yang sedang diperiksa, dan keterangan itu mereka dengar di 
halaman kantor pengadilan atau disampaikan oleh seseorang kepada 
hakim di rumah tempat tinggalnya. Keterangan yang demikian tidak 
dapat dinilai sebagai alat bukti karena itu tidak dinyatakan di sidang 
pengadilan. 
4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup 
Mengenai hal ini sudah pernah dibicarakan sehubungan dengan 
masalah uraian prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 
183. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan 
kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau 
sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Kalau begitu keterangan 
seorang saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus 
ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari 
ketentuan Pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum 
dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan 
kesalahan terdakwa, atau “unus testis nullus testis”. Ini berarti jika alat 
bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang 
saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat 
bukti yang lain, “kesaksian tunggal” yang seperti ini tidak dapat dinilai 
sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa 
sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.  
2. Keterangan Ahli 
Pada masa HIR, keterangan ahli tidak termasuk alat bukti dalam 
pemeriksaan perkara pidana. HIR tidak memandang keterangan ahli 




keahlian yang dapat dijadikan hakim menjadi pendapatnya sendiri, jika 
hakim menilai keterangan ahli tersebut dapat diterima.9 
Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai 
alat bukti yang sah. Malah tempatnya diletakkan pada urutan kedua 
sesudah alat bukti keterangan saksi. Melihat letak urutannya, pembuat 
undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting 
artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Menempatkan keterangan ahli 
sebagai alat bukti yang sah, dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan 
dalam pembaharuan hukum. Mungkin pembuat undang-undang menyadari 
ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan 
ilmu dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas 
metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbanginya dengan kualitas 
dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan, dan keahlian. 
Pada pemeriksaan penyidikan demi untuk kepentingan peradilan, 
penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan seorang ahli. Hal 
ini ditegaskan pada Pasal 133, yang memberi wewenang kepada penyidik 
mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran  
kehakiman atau dokter maupun ahli lainnya, jika keterangan ahli sangat 
diperlukan untuk kepentingan peradilan. Kalau keterangan ahli bersifat 
“diminta”, ahli tersebut membuat “laporan” sesuai dengan yang 
dikehendaki penyidik. Laporan keterangan ahli dimasukkan dalam berita 
acara penyidikan. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186. 
Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh 
penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk 
laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah waktu ia menerima jabatan 
atau pekerjaan. 
Selanjutnya pada alinea kedua penjelasan Pasal 186, menegaskan: 
“Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau 
penuntut umum, pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberi 
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keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan 
tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan 
hakim.” 
3. Alat Bukti Surat 
Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti 
surat pun, hanya diatur dalam satu pasal saja, yakni pada Pasal 187. 
Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah 
menurut undang-undang ialah : 
a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan; 
b. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah 
Kemudian pasal itu sendiri telah merinci secara luas bentuk-bentuk 
surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti : 
1) “Berita acara” dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat 
umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, dengan syarat, 
isi berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum yang 
berwenang itu harus berisi : 
a. Memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 
didengar,dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri, dan 
b. Disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya 
itu. 
Jadi, pada dasarnya surat yang termasuk alat bukti surat yang disebut 
di sini ialah “surat resmi” yang dibuat “pejabat umum” yang 
berwenang untuk membuatnya, tapi agar surat resmi yang 
bersangkutan dapat bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana, 
surat resmi itu harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan 
yang didengar, dilihaat atau dialami si pejabat, serta menjelaskan 
dengan tegas alasan keterangan yang dibuatnya. Misalnya, surat resmi 
itu menerangkan bahwa A dan B telah datang menghadapnya pada 
suatu hari, dan menjelaskan kepadanya untuk membuat keterangan 
tentang pembayaran atau pengembalian barang yang dipinjamkan, dan 




pengembalian barang tesebut. Dalam surat keterangan resmi yang 
demikian, sudah terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan, asal dalam 
surat itu ada “penegasan” bahwa surat itu dibuatnya atas “sumpah 
jabatan”. 
2) Surat yang berbentuk “menurut ketentuan perundang-undangan” atau 
surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata 
laksana yang menjadi tanggung jawabnya, dan yang diperuntukkan 
bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan. 
Jenis surat ini boleh dikatakan hampir meliputi segala jenis surat yagn 
dibuat oleh aparat pengelola administrasi dan kebijaksanaan eksekutif. 
Mulai dari surat izin bangunan, surat izin ekspor atau impor, paspor, 
surat izin mengendarai, kartu penduduk, surat tanda lahir, dan 
sebagainya. Semua surat ini dapat bernilai sebagai alat bukti surat. 
3) Surat “keterangan dari seorang ahli” yang memuat pendapat berdasar 
keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu kedaan yang diminta 
secara resmi daripadanya. Mengenai hal ini tidak perlu lagi diuraikan, 
sebab tentang bentuk surat ini, sudah cukup ditanggapi sehubungan 
dengan uraian sifat dualisme alat bukti keterangan ahli. Di situ telah 
dijelaskan bahwa alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan, 
dapat disamakan dengan alat bukti keterangan ahli yang memuat 
pendapat berdasarkan keahliannya seperti yang dirumuskan Pasal 187 
huruf c ini. 
4) “surat lain” yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi 
dari alat pembuktian yang lain. Tentang ketentuan Pasal 187 
menegaskan, surat yang dianggap sah sebagai alat bukti ialah surat 
yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. 
Padahal surat yang disebut huruf d adalah “surat pada umumnya”. 
Bukan surat berita acara atau surat keterangan resmi yang dibuat oleh 
pejabat yang berwenang. Juga bukan surat yang dibuat menurut 
ketentuan perundang-undangan dan tidak pula surat keterangan ahli 




4. Alat Bukti Petunjuk 
Menurut M. Yahya Harahap, agak sulit menjelaskan pengertian 
alat bukti petunjuk secara konkret. Bahkan dalam praktek peradilan pun, 
sering mengalami kesulitan untuk menerapakannya. Kekurang hati-hatian 
mempergunakannya, putusan yang bersangkutan bisa mengambang 
pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar. Akibatnya putusan itu 
lebih dekat kepada sifat penerapan hukum secara sewenang-wenang, 
karena putusan tersebut didominasi oleh penilaian subjektif yang 
berlebihan. Untuk menghindari dominasi subjektif hakim yagn tidak 
wajar, mendorong pembuat undang-undang sedini mungkin 
memperingatkan hakim, supaya penerapan dan penilaian alat bukti 
petunjuk, dilakukan hakim dengan arif dan bijaksana, serta harus lebih 
dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan 
keseksamaan hati nuraninya10. 
Di dalam Pasal 188 ayat (3) mesti benar-benar dipedomani hakim. 
Apabila hakim hendak mempergunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar 
penilaian pembuktian kesalahan terdakwa, undang-undang sungguh-
sungguh menuntut kesadaran tanggung jawab hati nurani hakim. Tuntutan 
tanggung jawab hati nurani itu, memperingatkan agar hakim bersikap “arif 
dan bijaksana”. Tidak sembrono dan sewenang-wenang. Harus lebih dulu 
dengan teliti mengadakan pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat 
dan seksama. 
Peringatan yang digariskan dalam Pasal 188 ayat (3), merupakan 
“ajakan” kepada hakim, agar sedapat mungkin “lebih baik menghindari” 
penggunaan alat bukti petunjuk dalam penilaian pembuktian kesalahan 
terdakwa. Hanya dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak sekali 
alat bukti ini dipergunakan. Hakim lebih dulu benar-benar memeriksa dan 
mempergunakan alat bukti yang lain. Selama alat bukti yang lain masih 
mencukupi, hakim jangan segera berpaling mencari alat bukti petunjuk.  
5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa 
                                                 




Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang 
pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau 
alami sendiri.11 Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat 
digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan 
keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang 
mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa. Keterangan terdakwa 
hanya dapat digunakan terhadap diri terdakwa sendiri. Keterangan 
terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah 
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus 
disertai dengan alat bukti yang lain. Kalau dibandingkan dengan hukum 
secara pidana yang diatur dalam HIR terdapat perbedaan istilah dan 
tingkat urutannya. Yang diakui sebagai alat bukti yang sah menurut pasal 
295 HIR adalah: 
a. Kesaksian-kesaksian (getuigenissen); 
b. Keterangan tertulis (schriftelijke bescheiden); 
c. Pengakuan (bekentenis); 
d. Petunjuk-petunjuk (anwijzingen) 
Dan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP 
adalah: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan 
terdakwa. Menurut HIR alat bukti “pengakuan” (terdakwa) ditempatkan 
pada urutan ketiga sedangkan dalam KUHAP alat bukti “keterangan 
terdakwa” ditempatkan pada urutan kelima. Apakah ada perbedaan antara 
“pengakuan” dan “keterangan” terdakwa? Secara terminologi ada 
perbedaan antara pengakuan dan keterangan, yaitu “pengakuan” 
mengandung makna suatu pernyataan yang berisi pembenaran atas 
sangkaan/dakwaan terhadap diri yang memberikan pengakuan, sedangkan 
keterangan terdakwa mempunyai makna yang lebih luas dibanding dengan 
                                                 




pengakuan.12 Karena keterangan terdakwa dapat berisi pengakuan atas 
sangkaan/dakwaan, akan tetapi dapat juga berisi 
pengingkaran/pemungkiran atas sangkaan/dakwaan atas diri terdakwa 
disertai dengan penjelasan yang berkaitan dengan pemungkiran tersebut. 
Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat 
digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang (Pasal 182 ayat 
(2) KUHAP). Yang dimaksud dengan keterangan yang diberikan di luar 
sidang adalah keterangan terdakwa yang diberikan dalam pemeriksaan 
penyidikan yang dicatat dalam BAP (Pasal 75 jo 118 jo 121 KUHAP).  
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAP dan penjelasan-
penjelasan di atas, maka kaitannya dengan permasalahan bagaimana 
kebijakan penyidik Polri dalam penyelesaian tindak pidana yang tidak 
cukup bukti, maka penulis merujuk terhadap ketentuan Pasal 109 ayat (2) 
KUHAP yang menentukan : “dalam hal penyidik menghentikan 
penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peritiwa tersebut 
ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi 
hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, 
tersangka atau keluarganya”. 
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 109 KUHAP di atas, tampak 
adanya suatu ketentuan atau undang-undang memerintahkan kepada 
penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan (SP3), apabila : 
1. Tindak pidana tersebut tidak cukup bukti; 
2. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana; 
3. Penyidikan dihentikan demi hukum (misalnya : tersangka 
meninggal dunia, tindak pidana telah kadaluwarsa).  
Alasan pembenaran adanya kewenangan penghentian penyidikan 
oleh penyidik menurut M. Yahya Harahap, antara lain : 
1. Untuk menegakkan prinsip penegakkan hukum yang cepat, tepat dan biaya 
ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan 
                                                 




masyarakat. Sebab kalau penyidik sudah berkesimpulan bahwa berdasar 
hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk 
menuntut tersangka dimuka persidangan, untuk apa dia harus berlarut-larut 
menangani dan memeriksa si tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi 
menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar dengan demikian 
segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, tersangka dan 
masyarakat; 
2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan dituntut ganti kerugian. 
Sebab kalau perkaranya nanti ditersukan, tapi belakangan ternyata tidak 
cukup bukti atau alasan untuk menuntut atau menghukum, dengan 
sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti 
kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.13    
Undang-undang telah menyebutkan secara limitatip alasan-
alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian 
penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut 
menurut M. Yahya Harahap sangat penting guna menghindari 
kecendrungan negatip pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan 
ini, undang-undang mengharapkan supaya di dalam mempergunakan 
wewenang penghentian penyidikan, penyidik merujukkannya terhadap 
alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semaunya saja tanpa alasan 
yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus 
pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa 
keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. 
Demikian juga bagi praperadilan, penggarisan alasa-alasan 
penghentian tersebut merupakan landasan baginya dalam pemeriksaan 
sidang praperadilan, jika ada permintaan pemeriksaan atas sah 
tidaknya penghentian penyidikan.14 
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Apabila penyidik tidak memperoleh bukti yang cukup untuk 
menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai 
untuk membuktikan kesalahan tersangka apabila ia diajukan ke 
Pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidak-cukupan bukti inilah 
penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Dan ditinjau dari satu 
segi, pemberian wewenang ini akan membina sikap mental dari 
penyidik untuk tidak secara serampangan mengajukan begitu saja 
segala hasil penyidikan yang telah dilakukannya. Mereka diharapkan 
akan lebih selektip mengajukan setiap kasus yang mereka priksa, 
apakah cukup bukti atau tidak sebelum perkara dilimpahkan kepada 
Penuntut Umum. M. Yahya Harahap mengatakan, yang sering 
terjadi/dialami sekarang ini, ada atau tidak ada bukti, penyidik tidak 
peduli. Pokoknya, sekali tindak pidana mereka periksa, ajukan terus ke 
pehika penuntut umum untuk diteruskan ke Pengadilan sekalipun 
sering kita jumpai sama-sekali tidak ada bukti yang dapat dijadikan 
dasar.15 
Apakah dimungkinkan penyidik melakukan penyidikan 
kembali setelah adanya penghentian penyidikan atas alasan tidak 
cukup bukti ? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis mengutip apa 
yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, bahwa penghentian 
penyidikan atas alasan tidak cukup bukti, sama-sekali tidak membawa 
akibat hapusnya wewenang penyidik untuk menyidik dan memeriksa 
kembali kasus tersebut. Apabila dikemudian hari penyidik dapat 
mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan memadai untuk menuntut 
tersangka, penyidikan dapat dimulai lagi. Alasannya, menurut M. 
Yahya Harahap, ditinjau dari segi hukum formil, penghentian 
penyidikan tidak termasuk kategori “nebis in idem16”. Sebab 
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penghentian penyidikan bukan termasuk ruang lingkup putusan 
peradilan, dia baru bertarap kebijaksanaan yang diambil pada tarap 
penyidikan.17 
                                                                                                                                      
kembali kecuali ada keberatan-keberatan baru sehingga dilakukan peninjauan kembali. (Andi 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal Kota Untuk Menanggulangi 
Overbelasting Laporan/Pengaduan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum 
Polres Tegal Kota 
Untuk menguraikan terkait dengan permasalahan bagaimana upaya 
Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal Kota untuk menanggulangi 
overbelasting laporan/pengaduan tndak pidana di wilayah hukum Polres Tegal 
Kota, berikut ini penulis sampaikan data secara nasional trand kejahatan dan 
out put yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. 
Pada tahun 2019, terdapat 305.708 kasus yang dilaporkan ke Polisi. 
Namun dari sebanyak kasus tersebut, sebanyak 181.738 kasus yang diserahkan 
ke Jaksa Penuntut Umum (P 21), dan sebanyak 7.548 kasus yang diselesaikan 
melalui penghentian penyidikan (SP3), artinya bahwa di Tahun 2019, Polisi 
masih mempunyai tunggakan kasus sebanyak 116.422 kasus. 
Data lainnya yang memperlihatkan jumlah kasus terselesaikan lebih 
sedikit bandingannya dengan jumlah kasus yang dilaporkan, dapat dilihat pada 
table sebagai berikut. 
Table 1 
Trend Kejahatan dan Penyelesaiannya  
Pada Tahun 2015 sampai dengan Juli 2019 
No Uraian 
Tahun 
2015 2016 2017 2018 
s.d Juli 
2019 









50 % 52 % 54 % 53 % 49 % 




Berdasarkan data pada tabel 1 di atas dapat diketahui terdapat 
angka rata-rata 50 % penyelesaian kasus perkara pidana dari jumlah tindak 
pidana yang dilaporkan. Pada Tahun 2010 terdapat  332.490 jumlah tindak 
pidana. Dari jumlah ini, 165.314 jumlah tindak pidana yang terselesaikan. 
Kemudian pada Tahun 2011 jumlah tindak pidana sebanyak 347.605, 
tindak pidana yang terselesaikan 182.044 kasus, kemudian juga di Tahun 
2013 jumlah tindak pidana 342.084, tindak pidana yang terselesaikan pada 
Tahun 2013 sebanyak 181.027. Pada Tahun 2014 dalam hitungan sampai 
dengan bulan Juli, jumlah tindak pidana yang dilaporkan adalah  164.689, 
sedangkan jumlah tindak pidana yang terselesaikan pada Tahun 2014 
sebanyak 84.267 kasus. 
Secara umum, suatu perkara pidana dianggap telah selesai (clearance 
rate) di Kepolisian (tahap penyidikan) bilamana perkara pidana tersebut telah 
dilimpahkan secara lengkap (P 21) kepada Kejaksaan/Penuntut Umum  atau 
dengan cara menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3), dan 
diversi.  
1. Gambaran Umum Wilayah Hukum Polres Tegal Kota 
a) Keadaan Geografi 
Kota Tegal terletak di bagian utara paling barat dari Provinsi 
Jawa Tengah yaitu pada posisi 1090 08’ - 1090 10’ Bujur Timur dan 
060 50’ - 060 53’ Lintang Selatan. Dimana secara administratif letak 
Kota Tegal berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes di sebelah 
barat, dengan Kabupaten Tegal di sebelah timur dan selatan, sementara 
sebelah utara dengan laut jawa. Luas wilayah Kota Tegal relatif kecil, 
yaitu 39,68 km² atau sekitar 0,11% dari luas Provinsi Jawa Tengah. 
Secara adminstratif Kota Tegal dibagi menjadi 4 (empat) Kecamatan 
yaitu Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan 
Tegal Barat dan Kecamatan Margadana. Dari 4 (empat) kecamatan 
tersebut terbagi menjadi 27 kelurahan yang terdiri dari 157 Rukun 






b) Keadaan Penduduk 
Jumlah penduduk Kota Tegal tahun 2018 berdasarkan data dari 
Badan Pusat Statistik Kota Tegal sebanyak 240.768 jiwa dengan 
64.598 Kepala Keluarga atau rata-rata 3,73 jiwa per rumah tangga. 
Jumlah penduduuk Kota Tegal pada tahun 2018 mengalami kenaikan 
jika dibanding dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 
1169 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 
2010 maka penduduk Kota Tegal pada tahun 2011 mengalami 





Dengan luas wilayah Kota Tegal sebesar 39,68 m2 maka 
kepadatan penduduk Kota Tegal pada tahun 2010 adalah 6.038 
jiwa/Km2. Sementara dari 4 (empat) kecamatan yang ada, maka 
Kecamatan Tegal Timur merupakan kecamatan dengan kepadatan 
penduduk paling tinggi (11.652 jiwa/Km2), disusul Kecamatan Tegal 
Selatan (8.957 jiwa/Km2), Kecamatan Tegal Barat (4.128 jiwa/Km2) 
dan Kecamatan paling rendah kepadatan penduduknya adalah 
Kecamatan Margadana (3.864 jiwa/Km2).  
 
 
2. Sumber Daya Manusia Polres Tegal Kota 
a) Anggota Fungsi Reskrim Polres Tegal Kota  
Secara kuantitas jumlah anggota fungsi Reskrim Polres Tegal Kota 









Personil Fungsi Reskrim Polres Tegal Kota 
No Perwira Pertama Bintara Jumlah 
AKP IP 
1 1 11 48 60 
                   Sumber diolah : Reskrim Polres Tegal Kota Tahun 2019 
 
Berdasarkan pada data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah 
personil Fungsi Reskrim di Polres Tegal Kota sebanyak 60 (enam puluh) 
orang, dengan perincian : 
a) Ajun Komisaris Polisi  (SKP) sebanyak 1 (satu) orang; 
b) Iptu (IP) sebanyak 11 (sebelas) orang; 
c) Bintara sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang. 
Jumlah tersebut di atas, mencakup personil Fungsi Reskrim di 
Kepolisian Sektor (Polsek) yang ada di wilayah hukum Polres Tegal Kota. 
Wilayah hukum Polres Tegal Kota terbagi dalam 5 (lima) wilayah 
Polsek, yaitu : 
a) Polsek Tegal Timur; 
b) Polsek Tegal Barat; 
c) Polsek Tegal Selatan; 
d) Polsek Sumurpanggang; 
e) Polsek SKP. 
Persebaran atau proporsi jumlah personil Fungsi Reskrim Polres 












Proporsi/Persebaran Personil Reskrim Di Wilayah Polres Tegal Kota 
 
No Polsek Perwira Pertama Bintara Jumlah 
AKP IP 
1 Tegal Timur 1 2 5 8 
2 Tegal Barat - 2 4 6 
3 Tegal Selatan - 2 6 8 
4 Sumurpanggang - 2 4 6 
5 SKP - - 3 3 
Sumber diolah : Reskrim Polres Tegal Kota Tahun 2019 
Berdasarkan pada data data di atas, dapat diketahui bahwa proporsi 
atau persebaran personil Fungsi Reskrim di tiap-tiap Kepolisian Sektor 
(Polsek) yang ada di wilayah hukum Polres Tegal Kota yaitu : 
a) Polsek Tegal Timur sebanyak 8 (delapan) orang; 
b) Polsek Tegal Barat sebanyak 6 (enam) orang; 
c) Polsek Tegal Selatan sebanyak 8 (delapan) orang; 
d) Polsek Sumurpanggang sebanyak 6 (enam) orang; 
e) Polsek SKP sebanyak 3 (tiga) orang. 
Pada data di atas sekaligus juga memperlihatkan bahwa proporsi 
untuk personil Reslrim Polres Tegal Kota dengan kepangkatan Perwira 
Pertama masih belum ideal atau belum merata. Hal ini terlihat 
sebagaimana pada data di atas, terdapat beberapa Polsek di fungsi Reskrim 
yang tidak ada anggota dengan kepangkatan Perwira baik menengah 
maupun perwira pertama, yaitu : 
a) Fungsi Reskrim Polsek Tegal Barat, Tegal Selatan dan Polsek 
Sumurpanggang tidak ada perwiara pertama dengan kepangkatan 
AKP; 
b) Fungsi Reskrim di Polsek SKP tidak terdapat perwira pertama 




Dari sebanyak 60 (enam puluh) personil fungsi Reskrim yang ada 
di wilayah hukum Polres Tegal Kota, tidak semuanya secara teknis 
operasional berperan sebagai penyidik maupun penyidik pembantu (PP). 
Dari jumlah tersebut, beberapa diantaranya merupakan staf administrasi 
(Min) yang mempunyai tugas untuk memberikan/menyediakan keperluan-
keperluan administrasi seluruh anggota Reskrim.  
Jumlah personil fungsi Reskrim yang berhubungan secara langsung 
dengan tugasnya sebagai penyidik atau penyidik pembantu, penulis 
deskripsikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. 
Tabel 4 




1 Sat Reskrim 3 26 
2 Polsek Tegal Timur 3 5 
4 Polsek Tegal Barat 2 4 
5 Polsek Tegal Selatan 2 6 
6 Polsek Sumurpanggang 2 4 
7 Polsek SKP - 3 
Jumlah 12 48 
                    Sumber diolah : Reskrim Polres Tegal Kota Tahun 2019 
 
Berdasarkan pada data di atas, dapat diketahui, jumlah penyidik di 
pada fungsi Reskrim di wilayah hukum Polres Tegal Kota adalah 60 (enam 
puluh) orang dengan perincian masing-masing : 
a) Jumlah Penyidik sebanyak 12 (dua belas) orang; 
b) Jumlah Penyidik Pembantu (PP) sebanyak 48 (empat puluh delapan) 
orang. 
b) Kualitas Personil Reskrim Polres Tegal Kota 
Untuk mengukur kualitas atau kapasitas seseorang tentu sangat sulit 




umum digunakan untuk mengetahui kemampuan/kualitas/kapasitas 
seseorang, biasanya diukur melalui pendidikan formal maupun pelatihan-
pelatihan yang telah diikuti oleh personil tersebut, walaupun demikian, 
pendidikan seseorang tidak pula menjadi jaminan kualitas/kapasitas 
anggota. Namun, pendidikan menjadi suatu instrumen sebagai penilaian 
secara awal terhadap kemampuan seseorang.   
Mengalir dengan hal di atas, maka berikut ini penulis deskripsikan 
pendidikan baik itu pendidikan umum maupun pendidikan kejuruan yang 
diselenggarakan oleh institusi Kepolisian yang telah ditempuh oleh 
personil fungsi Reskrim Polres Tegal Kota. 
Tabel 5 






SMA SARJANA BA DAS BA LAN 
1 Sat Reskrim 15 13 10 5 43 
2 Sek. Galtim 2 6 5 3 16 
3 Sek. Galbar 3 4 4 1 12 
4 Sek. Galsel 3 5 4 1 13 
5 Sek. Sumpang 3 5 3 1 12 
6 Sek. SKP 1 2 2 1 6 
Jumlah 27 35 28 12 74 
Sumber diolah : Reskrim Polres Tegal Kota Tahun 2019 
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa dilihat dari aspek 
pendidikan, maka pendidikan umum dengan lulusan/tamatan SMU sangat 
mendominasi anggota Reskrim Polres Tegal Kota, dimana : 
a) Pendidikan Umum 
1) Tamatan SMU/Sederajat sebanyak 27orang; 
2) Sarjana Strata satu (S 1) sebanyak 35 orang. 
b) Pendidikan kejuruan (Dikjur)  




2) Lanjutan 12 (satu) orang. 
Kualitas Anggota menajadi salah satu faktor penunjang untuk 
optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat. Faktor ini dipengaruhi oleh 
faktor pendidikan. Sekalipun penilaian terhadap pengaruh antara 
pendidikan dengan kualitas pelayanan dapat bersifat subjektif artinya tidak 
ada standar yang pasti, namun penulis melihat bahwa dari aspek 
pendidikan ini seorang petugas akan mempunyai keterampilan 
komunikasi, disamping juga memahami tugas dan kewenangannya selaku 
penegak hukum.  
Beberapa hal yang dinilai sebagai kekurangan Polri dalam 
memberikan pelayanannya kepada masyarakat berkaitan dengan sikap 
anggota antara lain  : 
a) Sikap cuek atau acuh tak acuh terhadap masyarakat yang 
memberikan laporan / pengaduan atau butuh bantuan polisi, atau 
manakala ada pelapor semua petugas jaga ikut menanyakan tentang 
kasus yang menimpanya sehingga terkesan kurang terjalin 
koordinasi yang baik; 
b) Merasa dirinya lebih tinggi kedudukannya daripada masyarakat 
yang melapor, sehingga menampilkan sifat yang tidak simpati dan 
yang lebih parah lagi memposisikan diri sebagai pihak yang 
dibutuhkan; 
c) Mengharapkan timbal balik dari pelapor dalam bentuk materi 
(sebagai uang administrasi yang jumlahnya sukarela), walaupun 
sukarela terkadang ikut mempengaruhi cepat tidaknya respon 
penerimaan laporan / pengaduan; 
d) Masih adanya kesan membeda–bedakan status pelapor (orang kaya 
atau miskin, serta status di masyarakat) yang diaplikasikan dengan 







c) Dukungan Anggaran 
Keterbatasaan anggaran menjadi salah satu permasalahan tersendiri 
yang dihadapi oleh penyidik, sehingga seringkali untuk proses penyelidikan 
suatu perkara petugas melakukan patungan dalam tim tersebut. Misalnya 
dalam melakukan penyelidikan suatu perkara yang harus memakan biaya 
banyak, seperti harus lidik sampai ke luar daerah, atau lidik dengan 
menggunakan teknologi mutakhir yang tidak dimiliki oleh Polri  dan lain 
sebagainya.  
Setiap kasus tindak pidana telah ditetapkan besaran biayanya. Untuk 
kasus pidana kategori sangat sulit disediakan dana sebesar Rp. 25.790.000,-, 
kategori sulit disediakan dana sebesar Rp. 14.925.000,-, kategori sedang 
disediakan dana sebesar Rp. 9.300.000,-, dan kategori biasa disediakan dana 
sebesar Rp. 4.740.000,-. Dengan demikian, setiap unit reserse kinerjanya 
diukur dari pencapaian target yang telah ditetapkan. Artinya jika dalam satu 
tahun ditargetkan sebanyak 40 kasus, maka maksimal kasus yang diselesaikan 
sebanyak 40 kasus. Jika melebihi target atau terlalu berprestasi, justru akan 
dipertanyakan sumber pembiayaannya. Kondisi tersebut menyebabkan para 
penyidik tidak dapat melakukan improvisasi secara bebas dan terpaksa tebang 
pilih kasus yang dianggap menonjol dan dapat meningkatkan kariernya. 
Akibatnya banyak kasus-kasus yang dianggap tidak berbobot terpaksa tidak 
ditindaklanjuti dan dilepas begitu saja. Tentunya dengan sejumlah persyaratan 
yang kadangkala memberatkan tersangka. 
 
d) Dukungan Sarana dan Prasarana/Fasilitas Penunjang 
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas 
tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan 




cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil 
penegakan hukum akan mencapai tujuannya. 
Adapun sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan 
kewenangan personil Reskrim Polres Tegal Kota, penulis deskripsikan dalam 
bentuk tabel sebagai berikut. 
Tabel 6 
Sarana dan Prasarana Reskrim Polres Tegal Kota 
No Alut/Alsus Jumlah Kondisi 
B RR RB 
1 Senpi  8     
2 Motorola HT 2     
3 Senpi Dinas 8     
            Sumber diolah : Reskrim Polres Tegal Kota Tahun 2019 
Peralatan yang baik, modern dan terawat akan sangat membantu polisi 
dalam menjalankan tugasnya. Bagaimana mungkin membuktikan bahwa 
seseorang telah melampaui batas kecepatan yang diperbolehkan atau emisi 
gas buang knalpotnya melebihi ambang batas, jika peralatan untuk 
mengukurnya tidak dimiliki oleh petugas lapangan. Seorang petugas patroli 
yang mengendarai sepeda motor buatan tahun 80-an akan berpikir seribu kali 
untuk mengejar pelanggar lalu lintas, yang lari dengan mengendarai sepeda 
motor keluaran tahun terbaru. 
Tersedianya peralatan modern dan kemajuan teknologi belum tentu 
dapat menjamin pekerjaan berhasil dengan baik karena hal tersebut berkaitan 
dengan kemampuan seseorang dalam mengoperasikannya, namun setidak–
tidaknya hal tersebut dapat memberikan image positif sekaligus membangun 
kepercayaan masyarakat sebagai kecepatan sarana merespon laporan / 
pengaduannya.  
Keterbatasan sarana pendukung pelayanan khususnya komputer serta 
profesionalisme petugas operator dengan penguasaan komputer yang standar 




yang dibuat terkesan asal jadi. Hal tersebut berdampak pada desain format 
laporan yang kurang menarik atau tidak rapi yang pada akhirnya dinilai 
kurang memiliki bobot sekaligus mencerminkan kekurangan sumberdaya 
Polri secara umum. 
Kendatipun dalam kondisi tertentu masyarakat memberi stigma buruk 
terhadap Polisi, namun dalam keadaan tertentu masyarakat merindukan 
kehadiran Polisi. Disini diperlukan “poros tengah” agar peran Polisi sinergi 
dengan pendambaan/pengharapan masyarakat, hal ini perlu dipahami karena 
fokus tugas Polisi adalah melayani masyarakat, melindungi masyarakat, 
mengayomi masyarakat.  
Keberadaan Polri dalam paradigma baru sebagai pelindung, 
pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum yang profesional, 
merupakan Strategi Service Vision,  visi strategi layanan Polri yang di 
subordinasikan kepada masyarakat. Pelayanan Polri kepada masyarakat 
dilakukan sejak awal hingga akhirnya pengabdiannya. Dalam upaya 
mewujudkan palayanan yang prima diperlukan Continuous Improvement 
suatu perbaikan pelayanan yang terus menerus sejalan dengan tuntutan 
masyarakat dalam bentuk  pelayanan yang ikhlas, simpatik, responsive,  
professional, bertangung jawab dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia 
serta sopan dan santun terhadap masyarakat yang menjadi objek layanannya. 
Dalam bidang penegakan hukum lingkungan, langkah-langkah yang 
dilakukan mengacu pada  program-program pokok yang telah ditetapkan, 
yaitu: program pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya 
alam dan lingkungan hidup; program peningkatan efektivitas pengelolaan, 
konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam; program pencegahan dan 
pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup; program 
penataan kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam 
dan pelestarian lingkungan hidup; dan program peningkatan peranan 
masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan 




akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari generasi ke 
generasi dengan kualitas lingkungan hidup yang semakin baik.  
1) Program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran 
lingkungan hidup 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup 
dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, 
dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan 
sumber daya alam yang berlebihan, kegiatan industri perkotaan 
maupun domestik, serta transportasi. Sasaran program ini adalah 
tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai 
dengan baku mutu lingkungan.  
2) Program penataan kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan 
sumber daya alam dan pelestarian lingkungan  
Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata 
sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, mengembangkan 
kelembagaan serta menegakkan hukum untuk mewujudkan 
pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang 
efektif dan berkeadilan.  
3) Program peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya 
alam dan pelestarian lingkungan hidup 
Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan 
kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan 
sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Kegiatan-
kegiatan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program ini adalah 
peningkatan jumlah dan kualitas anggota masyarakat yang peduli dan 
mampu terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan; serta 
pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam 
dan pemeliharaan lingkungan hidup melalui pendekatan keagamaan, 
adat, dan budaya.  




Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang 
selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap si 
pelapor tentang hasil perkembangan penyidikan. 
Pemberitahuan Hasil Penyidikan ini untuk memberikan gambaran 
kepada penyidik reserse Polri tentang bagaimana memberikan 
pelayanan yang baik kepada masyarakat (pelapor) dengan 
memberikan penjelasan ataupun gambaran penyelidikan dan 
penyidikan, perihal perkembangan panyelidikan dan penyidikan yang 
tengah dilaksanakan, kendala yang dihadapi serta rencana 
penyelidikan dan penyidikan selanjutnya, dalam bentuk Surat 
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). 
Tujuan dalam pembuatan SP2HP untuk mewujudkan pelayanan 
optimal dibidang Reserse dengan pelaksanaan transparansi 
penyelidikan dan penyidikan dengan pemberian/ pengiriman SP2HP 
pada masyarakat (pelapor), sehingga masyarakat dapat mengetahui 
dengan jelas sampai dimana proses penyelidikan dan penyidikan yang 
telah dilakukan oleh penyidik reserse, dengan demikian masyarakat 
akan merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh Polri sehingga 
tujuan dari program quick win Kapolri yaitu membangun kepercayaan 
masyarakat kepada Polri dapat tercapai. 
Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran negara untuk 
mengungkap semua peristiwa kejahatan yang terjadi kadangkala 
menjadi alasan klasik bagi lembaga kepolisian. Antara jumlah 
peristiwa kejahatan yang terjadi dalam setiap tahunnya tidak seimbang 
dengan alokasi dana negara untuk melakukan proses  penyidikannya. 
Hal inilah kadangkala menjadi salah satu akar permasalahan 
berkembangnya opini bahwa polri tampak lambat dalam mengungkap 
suatu peristiwa kejahatan, disamping berbagai aspek lain yang 
menjadi kendala dalam menyelesaikan proses penyidikan. 
Peran pelapor yang secara proaktif turut melakukan kontrol terhadap 




atasan penyidik, baik terhadap kinerja penyidiknya maupun terhadap 
peristiwa yang dilaporkan. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil 
Penyidikan adalah sarana komunikasi antara penyidik dan korban 
tentang sejauhmana proses penyidikan yang telah dilakukan. Polri 
akan terus berusaha memperbaiki kemampuan sumber daya 
manusianya, khususnya para penyidik, baik aspek keterampilan (skill), 
pengetahuannya (knowledge) dan sikapnya (attitude). Polri sebagai 
institusi tidak akan pernah bosan dengan berbagai kritik yang sifatnya 
membangun. Setiap kritik, sekalipun pahit adalah obat yang 
menjadikan institusi ini menjadi lebih baik dari hari ke hari. 
Polri memang harus berbenah dan harus selalu berbenah, hal ini 
mengingat fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 
merupakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban, sehingga penyelenggaraan kepolisian tidak 
terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu 
penyelenggaraan kepolisian harus memiliki kualitas pengawasan dan 
akuntabilitas yang baik secara internal maupun eksternal. 
Hal ini sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa  
“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di 
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 
hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat”. 
 
Di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri sebagai alat 
negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, 
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 




Pengawasan merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan 
dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas organisasi akan 
dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, 
instruksi dan ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku, 
sehingga pengawasan sangat penting dilakukan karena pengawasan 
bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, 
pemborosan, penyelewengan, hambatan dan kegagalan organisasi 
dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan Tupoksi. 
Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas aparatur Polri 
merupakan salah satu amanat dari pelaksanaan good governance yang 
bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, 
akuntabel dan transparan. 
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian berpedoman kepada 
langkah-langkah manajemen dan dilakukan oleh para pejabat/manajer 
yang berwenang dan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan 
pengendalian memerlukan peran auditor profesional dan independen 
yang dapat memberikan laporan tentang kredibilitas kesatuan, baik 
dibidang operasional maupun pembinaan. Para auditor haruslah 
memahami teknik-teknik auditing yang merupakan metode dasar dan 
digunakan untuk menghimpun dan menilai laporan sebagai bukti, serta 
memahami standardisasi auditing yang berkaitan dengan ukuran 
kemahiran, keahlian sebagai seorang profesional dalam menilai suatu 
pekerjaan.  
Reformasi Polri menjadi pijakan para auditor dalam pelaksanaan 
tugasnya untuk menciptakan Polri yang bersih dan berwibawa bebas 
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dimana selama ini menjadi 
kendala bagi kemajuan Polri khususnya. Polri telah mengeluarkan 
kebijaksanaan dibidang organisasi untuk tugas pengawasan dan 
pengendalian yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah pejabat 
auditor untuk tingkat Mabes Polri. Untuk membangun Polri 




profesional, mandiri, proporsional dan berwibawa baik sebagai aparat 
penegak hukum maupun penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 
dengan melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan karier dan 
pengadaan alat perlengkapan utama yang modern untuk mengimbangi 
ilmu pengetahuan dan tehnologi yang sudah semakin maju. 
Segala upaya untuk mewujudkan tujuan harus didahului oleh suatu 
proses pemikiran yang dituangkan kedalam berbagai bentuk rencana 
atau strategi, sehingga persoalan pemilihan strategi pada dasarnya juga 
merupakan permasalahan manajemen. Karena itu setiap pengambilan 
keputusan hendaknya berpedoman pada kerangka pikir 
penyelenggaraan upaya pengamanan negara yang merupakan tugas 
utama Polri dan dilaksanakan secara terpadu pada setiap langkah 
oprasional perencanaan strategi sampai pada tahap pelaksanaan. 
Didalam perkembangannya manajemen profesional dituntut agar 
menggunakan paradigma manajerial yaitu bahwa kegiatan oprasional 
tidak hanya berbeda dan berkaitan dengan para pelaksana dilapisan 
manajer paling bawah (low management), tetapi dalam batas-batas 
tertentu menyentuh seluruh aspek manajerial mulai dari tingkatan 
tertinggi sampai kepada lepel terendah (Top, middle and lower). 
Pengawasan internal Polri merupakan fungsi manajemen yang penting 
dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai sasaran 
strategis Polri. Pengawasan internal diperlukan untuk mendorong 
terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, 
akuntabel, serta bersih dan bebas dari KKN. Hal ini dapat dicapai 
bilamana pengendalian atas seluruh kegiatan pada institusi mulai dari 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan 
pengendalian sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan 





Perlu disadari, kelemahan mendasar yang melingkupi institusi 
kepolisian dalam menjalankan kinerjanya terletak pada  perubahan 
keluasan  tugas yang dimilikinya pasca reformasi tidak diimbangi  
dengan struktur kontrol yang memadai terhadap institusi ini.  Institusi 
besar ini bertumpu pada kontrol dari rekan-rekannya sendiri di dalam, 
sementara pada lain sisi insitusi ini (pasca reformasi) acapkali 
menekankan wacana soliditas dan solidaritas. Sehingga misi  
reformasi dengan kerangka dasar demokratisasi, yaitu keterlibatan 
atau partisipasi  masyarakat atas institusi publik menghadapi ‘ego 
sektoral’ sebagai persoalan serius. 
Konsekwensinya, aduan-aduan masyarakat terhadap institusi 
kepolisian yang sesungguhnya mengganggu citra insitusi ini justru 
berhenti di tangan rekan-rekannya sendiri. Paling serius aduan-aduan 
masyarakat terhadap insitusi  ini direspon dalam aksentuasi karitatif, 
tidak mempunyuai implikasi yang mengikat atas tindakan kesalahan 
anggota yang mencederai institusi ini.  
Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kinerja institusi Polri, 
peningkatan pengawasan internal merupakan salah satu program 
prioritas Kapolri. Program ini akan terus dilakukan secara 
berkesinambungan, mengingat segala bentuk pelanggaran yang 
dilakukan oleh anggota Polri sekecil apapun akan mempengaruhi 
kinerja dan citra Polri. Polri menyadari bahwa kelemahan dalam 
melakukan pengawasan sangat memberikan dampak yang negatif dan 
kontra produktif bagi institusi polri. Lebih dari 400.000 personel Polri 
yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, termasuk yang sedang 
menjalankan penugasan di luar negeri, harus diawasi setiap saat.  
 
B. Hambatan Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal Kota Dalam 
Menanggulangi Overbelasting Laporan/pengaduan Tindak Pidana di 
Wilayah Hukum Polres Tegal Kota 




Penyidik maupun penyidik pembantu pada fungsi Reskrim belum 
seluruhnya memiliki kom p et en s i  d i  b i d an g  p en ye l i d ik an  dan  
p en yi d i k an  s eh in gga  s e r i n gk a l i  p ros e s  pen ye l i d ik an  
d an  penyidikan tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya dengan 
hasil yang optimal.  
Sebagai contohnya antara lain yaitu dalam penentuan suatu 
perkara merupakan pidana atau bukan, penentuan tersangka 
maupun penentuan pasal yang dipersangkakan kepada 
tersangka belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh 
penyidik maupun penyidik pembantu akibat tidak dikuasainya 
metode analisa perkara yang baik, sehingga tidak jarang 
mengakibatkan konflik antara pelapor, tersangka beserta 
penasehat hukumnya dengan penyidik dan/atau penyidik 
pembantu ketika terjadi perbedaan pendapat antara  pihak-pihak 
tersebut tentang kategori suatu perkara memenuhi unsur pidana atau 
tidak, seseorang layak dijadikan tersangka atau tidak maupun 
pasal yang dipersangkakan terpenuhi unsur -unsur 
pidananyaa t au  t i d ak .  
D i s ampi n g  i t u  be lum  d i ku as a in ya  t ek n i k  m aup un  t ak t ik  
p en ye l i d ik an  d an  p en yi d i k an dengan baik oleh sebagian 
besar penyidik maupun penyidik pembantu, seringkali 
mengakibatkan kesalahan-kesalahan dalam penanganan suatu 
perkara pidana, antara lain dalam hal penangkapan terhadap 
tersangka yang perkaranya tidak termasuk kategori “tertangkap tangan” 
tidak dilengkapi surat perintah penangkapan, terlambatnya pengajuan 
surat perintah perpanjangan penahanan bagi tersangkayang proses 
penyidikannya belum selesai, tidak dilengkapinya penyitaan terhadap 
barang bukti tindak  pidana dengan ijin dari pengadilan negeri setempat, 
dan lain-lain. 




D u ku n gan  an gga r an  terhadap pelaksanaan kegiatan penyelidikan 
dan penyidikan saat ini m em an g  s ud ah  l eb ih  b a ik ,  k hu su sn ya  
s emen j ak  e r a  k ep em imp in an  K ap o l r i  J end e r a l  Po l .  T i to  
C a rn av i an ,  P h . D ,  dimana dalam penanganan perkara 
dilakukan kategorisasi perkara dengan tingkat kesulitan 
ringan, sedang dan berat dengan jumlah anggaran sesuai porsi 
masing-masing kategori dimaksud. N am un  d em ik i an ,  
f ak t an ya  d i  l ap angan ,  t e t ap  s a j a  d uk u n gan  an gga r an  
t e r s ebu t  d i r a s ak an  b e l um optimal dalam mendukung 
kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini diperparah  pula 
denganad an ya  p en yi mp an gan  d i s t r i bu s i  an gga r an  o l eh  
o k num - ok num t e r t en t u  d en gan  b e r b aga i  
a l as an , sebagaimana yang terjadi di beberapa Polres di Polda 
Jawa Timur bahwa anggaran penyelidikan dan penyidikan 
yang diterima oleh penyidik maupun penyidik pembantu, 
berkisar antara 50% sampaidengan 60%, sedangkan sisanya tidak 
diserahkan kepada penyidik dan/atau penyidik pembantu 
dengana l a s an  d ip e r gu n ak an  un tu k  “kepentingan komando”.  
S eh in gga  u p aya - u p a ya  p en ya l ah gu n aan  wewenang untuk 
memenuhi kebutuhan anggaran secara swadaya dengan cara-
cara yang melanggar aturan pun masih kerap dilakukan oleh 
penyidik.  
8. Dukungan sarana dan prasarana 
Dukungan sarana dan prasarana d a l am  p ros e s  p en ye l i d ik an  
d an  p en yi d i k an  p ada  f u n gs i Reskrim saat ini secara umum dapat 
dikatakan belum optimal.  
Contoh riilnya antara lain : 1) Perangkat komputer, printer, meja, kursi, 
alat tulis kantor (ATK) dan lain-lain masih disediakan secara swadaya 
oleh penyidik dan penyidik pembantu mengingat dukungan 
dari dinas tidak memadai, baik secarakuantitas maupun 




terdukung anggarandengan optimal, sehingga pemenuhannya 
masih perlu didukung secara swadaya oleh satuan 
fungsiR es kr im  s en d i r i ,  m i s a ln ya  p en gad aan  f i lm  
k am er a ,  cd ,  dv d ,  k a r t u  s id ik  j a r i  d an la in - l a in  
u n t uk  keperluan identifikasi; 3) Kendaraan dinas untuk 
fungsi Reskrim di tiap satuan kerja (Satker) sangatm i n im 
b ahk an  b an yak  S a tk e r  yan g  t i d ak  m em i l i k i  k en d a raan  
d in a s  s eh i n gga  h a l  i n i  pu n  m en j ad i  p emicu  
p en ya l ah gu n aan  w ew en an g  o l eh  p en yi d ik  d an  p en yi d ik  
p emb an tu  d en gan  m en ggu n ak an kendaraan bermotor yang 
merupakan barang bukti untuk keperluan pribadi maupun 
kedinasan; 4)Tidak tersedianya ruangan penyimpanan berkas perkara 
dan barang bukti yang representatif seringkali menimbulkan 
masalah-masalah klasik yang selalu berulang seperti 
hilanganya berkas perkara atau barang bukti, jumlah barang bukti 
yang berkurang atau berubah bentuk; dan lain-lain. 
9. Beragam latar belakang dan karakteristik pribadi yang 
dimiliki para penyidik dan penyidik pembantu 
Perbedaan latar belakang pendidikan, karakter pribadi turut 
mempengaruhi tingkat kualitas kinerja masing-masing penyidik dan 
penyidik  pembantu tersebut, ada yang tinggi dan ada yang rendah, 
yang pada akhirnya sebagai akumulasi akan mempengaruhi tingkat 
kualitas kinerja fungsi Reskrim, baik latar belakang 
pendidikan, adat istiadat yang dianut, termasuk beragamnya 
karakteristik dan intelenjensi masing-masing penyidik dan 
penyidik pembantu, sangat berpengaruh terhadap  tingkat 
profesionalisme anggota polisi dalam segala tingkatan serta masih 
ditemukan penempatan anggota polisi yang tidak sesuai dengan bidang 
keahliannya, dalam hal ini kemampuan di bidang penyelidikan dan 
penyidikan. 




Tingkat kepuasan masyarakat yang relatif masih rendah terhadap 
kualitas pelayanan yang didapat dari kinerja fungsi Reskrim. Hal 
tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya pengaduan- pengaduan 
masyarakat melalui berbagai lembaga publik yang terkait dengan 
pengawasan kinerja Polri. 
11. Faktor mutasi dan demosi yang terlalu cepat 
Mutasi atau demosi mempunyai tujuan yang baik, adalah dalam 
kerangka penyegaran dan meningkatkan profesionalisme serta sistem 
pengkaderan agar berjalan lebih baik. Tetapi persoalannya, dalam 
mekanisme mutasi/demosi ini tidak disertai dengan pelimpahan tugas-
tugas yang belum terselesaikan. Sehingga hal sering mengakibatkan 
kasus-kasus terbengkalai.  
Faktor-faktor yang mempengaruhi untuk meningkatkan 
kemampuan dan profesionalisme penyidik dalam pelaksanaan penegakan 
hukum di wilayah hukum Polres Tegal Kota, penulis analisis dengan 
menggunakan pemataan antara kekuatan (strenght), kelemahan 
(weakness), kesempatan (opportunty), tantangan (threatment) sebagai 
berikut. 
Tabel 7 
Pemetaan Analisis SWOT 
FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL 
Kekuatan Kelemahan Peluang Kendala 
Adanya 

















hanya meliputi 4 
(empat) 
Polsek/Kecamat
1. Kota Tegal merupakan 
kota perlintasan yang 
menghubungkan 
dengan kota-kota besar 
lainnya di Pulau Jawa; 
2. Kota Tegal merupakan 











Pada data di atas, analisis yang dapat penulis uraikan bahwasannya, 
Polri khususnya Polres Tegal Kota Fungsi Reskrim mempunyai kekuatan 
yaitu adanya keinginan dari masyarakat agar Polisi profesional dan 
proporsional, tampil prima, cerdas dan enerjik, memberi kedamaian dan rasa 
aman. Keinginan ini harus menjadi spirit bagi Polri untuk membantahkan 
pencitraan negatif terhadap Polri. Sehingga stigma negatif atau catatan 
buram terhadap Polri menjadi suatu kekuatan bagi kita untuk melakukan 
pembenahan dan perubahan agar Polri bisa profesional, Polri yang 
diharapkan, dibutuhkan, dan dicintai oleh masyarakat. Polres Pemalang 
mempunyai keterbatasan (kelemahan/wakness) dari aspek sumber daya 
manusia dan fasilitas/sarana penunjang pelayanan terhadap masyarakat, 
namun demikian, kelemahan atau keterbatasan ini bisa di siasati dengan cara 
pemanfaatan potensi atau sumber daya yang ada, dalam hal ini adalah 
perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih.  
Atas dasar uraian di atas, maka pelibatan masyarakat untuk secara 
bersama-sama mengawasi kinerja personil Reskrim Polres Tegal Kota 
sangat mudah. Termasuk juga dalam hal ini adalah untuk membantu tugas-
tugas Kepolisian yang kaitannya dengan pengadaan sarana dan prasarana 
yang tidak dimiliki oleh fungsi Reskrim. 
Apalagi dikaitkan dengan tuntutan aspirasi rakyat yang 
menginginkan reformasi total terhadap seluruh tatanan pelayanan publik, 
dan masih berharap-harap cemas untuk mendapat buktinya, apakah dalam 
kenyataannya proses pengemban profesi ini masih berdasarkan akal sehat 
dan moral yang baik atau sekedar pengabdian profesi yang tanpa pamrih. 
Realitasnya, klien (warga masyarakat) masih harus menanggung 




seorang pengemban profesi walaupun ia sanggup membayar, tapi ia akan 
terus dihantui bayang-bayang kegelisahan ketika permasalahan yang 
dihadapinya tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Malah, dalam 
kenyataannya proses tersebut harus dibayar dengan mahal, baik secara moril 
maupun material. 
Kendati begitu, dalam prosesnya harus dihitung berbagai kelemahan, 
baik yang bersifat yuridis formal maupun psikologis, tanpa itu kita bakal 
terjebak kembali oleh perilaku budaya yang arogan dan kesewenang-
wenangan dalam menyelesaikan setiap proses dalam pengembanan profesi 
tersebut. Persoalan mendasar yang masih kita hadapi saat ini, tidak terlepas 
dari rangkaian perilaku moral dari para pengemban profesi yang erat dengan 
budaya feodal kolonialistik. Dan reaksinya, muncul ke permukaan setelah 
klien (warga masyarakat) di berbagai daerah memiliki kembali 
keberaniannya untuk memperjuangkan hak dan kewajibannya dalam pola 
masyarakat hukum. 
Paling tidak, mereka itu dapat melakukan kontrol dan penataan publik, 
terhadap perilaku profesi yang menyimpang yang dilakukan oleh setiap 
pengemban profesi dalam menjalankan fungsinya dalam tatanan 
kemasyarakatan, yang memerlukan jasa pelayanan profesinya secara 
proporsional dan profesional dalam menyelesaikan permasalahan yang 
timbul dalam peri kehidupan masyarakat secara benar dan tuntas. Profesi 
hukum berkaitan dengan masalah mewujudkan dan memelihara ketertiban 
yang berkeadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertiban yang 
berkeadilan itu adalah kebutuhab dasar manusia, karena hanya dalam situasi 
demikian manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar, yakni sesuai 
dengan martabat kemanusiannya. Keadilan adalah nilai dan keutamaan yang 
paling luhur dan merupakan unsur esensial dari martabat manusia. 
Hukum, kaidah-kaidah hukum positif, kesadaran hukum, kesadaran 
etis dan keadilan bersumber pada penghormatan terhadap martabat manusia. 
Penghormatan terhadap martabat manusia adalah titik tolak atau landasan 




mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, hukum diwujudkan dalam 
pelbagai kaidah perilaku kemasyarakatan yang disebut kaidah hukum. 
Keseluruhan kaidah hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat 
tersusun dalam suatu sistem yang disebut tata hukum. Ada dan berfungsinya 
tata hukum dengan kaidah –kaidah hukumnya serta penegakannya adalah 
produk dari perjuangan manusia dalam upaya mengatasi pelbagai masalah 
kehidupan dalam masyarakat, termasuk menanggulangi dan mengarahkan 
kecenderungan-kecenderungan yang negatif agar menjadi positif dan 
mengaktualisasikan atau memproduktifkan kecenderungan-kecenderungan 
positif yang ada dalam diri manusia. 
Dalam setiap perjuangan, manusia berusaha memahami, mengolah 
dan mengakomodasikan secara kreatif pelbagai kenyataan kemasyarakatan 
pada nilai-nilai yang dianut dan mengekspresikan ke dalam sistem penataan 
perilaku dan kehidupan bersama dalam wujud kaidah-kaidah hukum, 
sehingga bermanfaat bagi perlindungan martabat manusia sesuai dengan 
tingkat perkembangan peradaban yang sudah tercapai. Dapat dikatakan 
bahwa dalam dinamika kehidupan umat manusia, hukum dan tata hukumnya 
termasuk salah satu faktor yang sangat penting dalam proses penghalusan 
budi pekerti umat manusia. Kualitas kehidupan hukum dan tata hukum suatu 
masyarakat mencerminkan tingkat akhlak atau situasi kultural masyarakat 
yang bersangkutan. 
Penyelenggaraan dan penegakan ketertiban yang berkeadilan dalam 
kehidupan bersama sebagai suatu kebutuhan dasar manusia agar kehidupan 
manusia tetap bermartabat adalah suatu fungsi kemasyarakatan. Pada tingkat 
peradaban yang sudah majemuk, fungsi kemasyarakatan penyelenggaraan 
dan penegakan ketertiban yang berkeadilan itu dalam kehidupan sehari-









1. Upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal Kota Untuk Menanggulangi 
Overbelasting Laporan/Pengaduan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum 
Polres Tegal Kota 
5) Program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran 
lingkungan hidup 
6) Program penataan kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan 
sumber daya alam dan pelestarian lingkungan  
7) Program peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber 
daya alam dan pelestarian lingkungan hidup 
8) Pendekatan formal melalui intens menerbitkan Surat Pemberitahuan 
Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). 
2. Hambatan Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal Kota Dalam 
Menanggulangi Overbelasting Laporan/pengaduan Tindak Pidana di 
Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, adalah : 
1) Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum mumpuni untuk 
melaksanakan tugasnya selaku penyelidik dan penyidik; 
2) Sarana dan prasarana yang belum memadai terkait dengan 
perkembangan kejahatan saat ini yang hampir semua kejahatan 
berbasiskan pada teknologi informasi; 
3) Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Penyidik 
dalam penegakan hukum di wilayah hukum Polres Tegal Kota adalah 
tidak ada upaya apa-apa; 
4) Kemahiran/keterampilan dan pengetahuan Penyidik melaksanakan 




belajar atau bertanya sama senior, atau mendasarkan pada hasil 
pemikiran-pemikiran personil penyidik yang bersangkutan. 
 
D. Saran-saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan : 
1. Perlu adanya pelatihan kejuruan (Dikjur) mengenai penyelidikan dan 
penyidikan minimal dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali; 
2. Perlu diperbanyak personil/anggota untuk mengikuti Dikjur secara 
berjejang; 
3. Perlu melakukan pengadaan sarana-prasarana yang mutakhir, memadai 
dan mengikuti perkembangan terlebih trand kejahatan saat ini yang 
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